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KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan YME dengan telah
diselesaikannya Buku Grand Design Pengelolaan Aparatur Sipil
Negara Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024. Saat ini,
Jumlah Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan hampir
mencapai 50.000 orang yang tersebar di seluruh Indonesia.
Mereka inilah dengan kompetensi dan kinerjanya menjadi ujung

‘ tombak pelaksana pembangunan kesehatan di Indonesia.
Untuk itu, proses rekrutmen, seleksi, penempatan, manajemen talenta dan karir

hingga pengelolaan kesejahteraan harus dikelola secara baik dan profesional.

Tuntutan pengelolaan Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan ini juga
semakin penting mengingat tantangan ke depan semakin besar, terkait dengan
globalisasi, perkembangan teknologi industri 4.0, perubahan pola penyakit,
perubahan budaya masyarakat, tuntutan pelayanan kesehatan yang lebih baik
dan sebagainya.

Buku grand Design Pengelolaan Aparatur Sipil Negara Kementerian
Kesehatan Tahun 2020-2024 ini disusun sebagai arah dan prioritas strategis
pengelolaan Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan untuk periode 2020-
2024, dan sekaligus merupakan kompas bagi para pengambil keputusan khusus-
nya di lingkungan biro kepegawaian dalam kurun lima tahun ke depan sehingga
terwujud SMART ASN Kementerian Kesehatan 2024 yang berkinerja unggul
dapat dicapai.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat
dalam penyusunan Buku Grand Design Pengelolaan Aparatur Sipil Negara
Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024. Kritik dan saran akan sangat
bermanfaat untuk penyempurnaan Buku Grand Design Pengelolaan Aparatur Sipil
Negara Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 ini di masa yang akan datang.

Jakarta, Desember 2019
Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Kesehatan Rl

artati, SKp., M.Kes






KATA SAMBUTAN

Dalam mewujudkan masyarakat sehat, produktif, mandiri dan
berkeadilan. Telah ditetapkan tujuan, sasaran, indikator dan
target pembangunan kesehatan tahun 2020 - 2024. Hal ini
membutuhkan  kerja  keras semua  pihak  lintas
lembaga/kementerian, termasuk di dalamnya Aparatur Sipil
Negara Kementerian Kesehatan yang tersebar di seluruh
Indonesia.

Biro Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan
kepegawaian dan menjalankan beberapa fungsi berikut: pengelolaan urusan
pengadaan, pengelolaan urusan mutasi dan penilaian kinerja pegawai,
pengelolaan urusan pengembangan pegawai, serta urusan disiplin dan
kesejahteraan pegawai. Agar pengelolaan kepegawaian dapat dilaksanakan
secara terarah dan profesional, diperlukan suatu grand design yang berisikan
prioritas, tahapan dan program kerja selama lima tahun mendatang.

Kami mengucapkan selamat kepada Biro Kepegawaian, dengan telah
disusunnya Buku Grand Design Pengelolaan Aparatur Sipil Negara Kementerian
Kesehatan Tahun 2020-2024 ini. Dukungan dan kerjasama dari pimpinan di
semua Satuan Kerja di Kementerian Kesehatan sangat diharapkan terkait peran-
peran yang telah ditetapkan dalam pengolaan Aparatur Sipil Negara di unit kerja
masing-masing. Semoga Buku Grand Design Pengelolaan Aparatur Sipil Negara
Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 ini dapat diimplementasikan dan cita-
cita mewujudkan SMART ASN 2024 yang berkinerja unggul dapat dicapai.

Jakarta, Desember 2019
Sekretaris Jenderal Kementrian Kesehatan Rl

rg. Oscar Primadi, MPH
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BAB |
PENDAHULUAN

11 Latar Belakang

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, pembangunan
kesehatan Indonesia bertujuan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang
setinggi-tingginya. Derajat kesehatan ini menjadi investasi penting bagi
pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang produktif secara sosial dan
ekonomis sehingga mampu meningkatkan daya saing bangsa.

Laporan Forum Ekonomi Dunia tentang Indeks Daya Saing Global Tahun
2019 menunjukkan kondisi yang agak mengkhawatirkan. Daya saing Indonesia
turun dari peringkat ke-50 menjadi posisi ke-45. Dari 12 pilar yang menjadi bahan
evaluasi, Indonesia mengalami penurunan skor pada lima pilar, di antaranya pilar
kesehatan dan pilar sumber daya manusia.

Potret pembangunan kesehatan Indonesia saat ini tergambar dari indikator
kunci kesehatan nasional yang masih belum mencapai target. Angka Kematian
Ibu per 100.000 kelahiran di Indonesia masih tertinggi di Asia Tenggara. Angka
Kematian Neonatus saat ini masih 24 per 1.000 kelahiran hidup, masih jauh dari
target menjadi 11 per 1.000 kelahiran hidup. Hasil Riset Kesehatan Dasar 2018
menunjukkan peningkatan proporsi kematian akibat penyakit tidak menular dan
indikator terkait penyakit tidak menular seperti merokok dan obesitas juga
menunjukkan peningkatan dari tahun 2013. Data epidemiologi penyakit tahun
2017 menunjukkan bahwa penyakit terbesar adalah penyakit tidak menular (70%),
yang diikuti penyakit menular/Kesehatan lbu dan Anak/gizi (23%), dan cedera
(T%).

Secara global, saat ini kita memasuki era industri 4.0 yang cenderung
disruptif. Perkembangan teknologi digital diprediksi akan mengakibatkan
perubahan pola hidup, cara kerja dan tuntutan terhadap pelayanan kesehatan
yang lebih baik dan merata. Diprediksi akan terjadi juga transisi dari peta
epidemiologi penyakit di Indonesia sehingga memunculkan berbagai tantangan
strategis yang lebih sulit dan kompleks. Upaya kesehatan yang diselenggarakan
dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif harus dilaksanakan



Secara lahih terpadu dan menyeluruh, serta efektivitasnya harus terus ditingkatap,
dengan dukungan Aparatur Sipil Negera kesehatan yang unggul dan birokrag,
yang efektif,

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negarq
menggariskan penyelenggaraan kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara
hendaknya dijalankan berdasarkan asas profesionalisme, proporsionaj
akuntabel, efektif, dan efisien agar peningkatan kinerja birokrasi dapat dicapaj,
Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi telap
Menetapkan bahwa dalam menghadapl tantangan saat ini Aparatur Sipil Negarg
harusiah memiliki profi SMART ASN, dengan ciri-ciri integritas, berwawasan
kebangsaan, berbahasa asing, penguasaan informasi teknologi, networking dan
entreprensurial, SMART ASN merupakan salah satu kunci sukses penataan
birokrasi dan sistem penyelenggaraan pemerintahan, dengan mengutamakan
nilai 4E yakni efektivitas, efisiensi, equity (rasa adil), dan economies (hemat dan
optimal). Melalui upaya tersebut, tujuan reformasi birokrasi menuju birokrasi
berkelas dunia dapat terwujud yakni menciptakan birokrasi pemerintahan yang
profesional dan berkarakter, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersin
korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publk, netral, sejahtera,
berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara,
serta mampu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi.

Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokasi telah menyusun rancangan grand design pengelolaan
Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024. Rancangan
tersebut disusun berdasarkan analisis lingkungan strategis global dan nasional
yang juga relevan dan perlu ditindaklanjuti dalam konteks Aparatur Sipil Negara
Kementerian Kesehatan yang mengelola 49.695 Pegawai Negeri Sipil se-
Indonesia. Seiring dengan berbagai tantangan pembangunan kesehatan nasional
yang disebutkan di atas, perlu ditetapkan juga arah dan prioritas strategis dalam
mengelola Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan ke depan yang
terangkum dalam sebuah Buku Grand Design Pengelolaan Aparatur Sipil Negara
Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024.



1.2 Tujuan

Buku Grand Design Pengelolaan Aparatur Sipil Negara Kementerian
Kesehatan Tahun 2020-2024 ini berisikan arah dan prioritas strategis pengelolaan
Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan untuk periode 2020-2024, dan
sekaligus merupakan kompas bagi para pengambil keputusan di lingkungan Biro
Kepegawaian dan bekerjasama dengan stakeholder utama dalam kurun lima
tahun ke depan sehingga target terwujudnya SMART ASN yang berkinerja unggul

dapat dicapai,
1.3 Landasan Hukum

Berikut adalah landasan hukum penyusunan Buku Grand Design
Pengelolaan Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024:

a.  Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rancangan Pembangunan
Jangka Panjang Nasional 2005-2025;

b.  Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

c.  Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-
undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda
Kehormatan:

d.  Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Reformasi Birokrasi 2020-2024:

e. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi
Kerja Pegawai:

f.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai

Negeri Sipil;

g.  Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Manajemen Kinerja

Pegawai Negeri Sipil;

1. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;

j.  Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan:;



Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrag
Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan;

Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrag
Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Ma"aiemen
Aparatur Sipil Negara;

Peraturan Menter Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrag;
Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan Penetapan dan Pembinaan
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokras;
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisan Jabatan Pimpinan Tinggi Secara
Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrag;
Nomor 28 tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam
Jabatan Fungsional:

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2019 fentang Penataan
Jabatan Pelaksana Dan Jabatan Fungsional;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pembinaap
Jabatan Fungsional Kesehatan dan Non-Kesehatan di lingkungan
Kementerian Kesehatan:

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penilaian
kinerja;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pemberian
Tunjangan Kinerja;

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 37 Tahun 2011
tentang Pedoman Penataan Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pedoman Kriteria Penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat, dan Penyakit
Akibat Kerja serta Kriteria Penetapan Tewas Bagi Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018
tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2018
tentang Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara;

10



Y.

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian N _
tentang Pembinaan Penyelenggara Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri
Sipil.

egara Nomor 26 Tahun 2019

1.4 Definisi dan Pengertian

Beberapa definisi dan pengertian yang digunakan dalam Buku Grand Design

Pengelolaan Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 ini
adalah:

a.

Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah;
Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina
kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau
diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-
undangan;

Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh
pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah warga negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan
perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan
tugas pemerintahan;

Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara yang
berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar
dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama,
asal usul, jenis kelamin, status perikahan, umur, atau kondisi kecacatan;
Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi di instansi
pemerintah;

Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan
tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan
dan pembangunan;

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas
berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian

dan keterampilan tertentu;

"



Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku

Yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesiik berkaitan
dengan bidang teknis jabatan;

Kompetens; Manajerial adalah ~pengetahuan,
sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin

keterampilan  dan

dan/atay mengelola unit organisasi;

Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan dan
sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan terkait dengan
Pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama,
Suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral,
emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk
memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan;

Sistem Manajemen Kinerja (SMK) Pegawai Negeri Sipil adalah suatu proses
sistematis yang terdiri dari perencanaan kinerja, pelaksanaan, pemantauan
dan pembinaan kinerja, penilaian kinerja, tindak lanjut dan sistem informasi

kinerja.
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BAB Il
GAMBARAN KONDISI SAAT INI

2.1 Profil Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan

Rekapitulasi jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi di
lingkungan Kementerian Kesehatan tahun 2019 ditunjukkan pada tabel 2.1
dengan struktur organisasinya terlihat pada gambar 2.1. Menteri Kesehatan
didampingi oleh beberapa orang staf ahli. Kementerian Kesehatan memiliki empat
direktorat yakni Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, Direktorat Jenderal
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Direktorat Jenderal Kesehatan
Masyarakat dan Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Selain itu,
terdapat pula dua badan yakni Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

Kesehatan dan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya
Manusia Kesehatan.

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kementerian Kesehatan
(Sumber: Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015)
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Jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Kesehatan per

tanggal 23 Oktober 2019 tercatat 49 g95 orang, yang terdiri dari 18.623 (37,47%)

taki-aki dan 31,072 (62,53%) perempuan. Rincian jumlah pegawai berdasarkan

Klasifikasi golongan Pegawai Negeri Sipil ditunjukkan pada gambar 2.2. Golongan
3 memiliki proporsi terbesar yaitu mencapai 68,4%.

13779 068%

17,14%

* Gol 1(336)

» Gol 2 (8.520)
= Gol 3 (33.996)
» Gol 4 (6.843)

68.41%

Gambar 2.2 Jumlah Pegawai Negeri Sipil
Kementerian Kesehatan berdasarkan jenis golongan
(Sumber: Data SIMKA per Desember 2019)

Adapun jumlah Pegawai Negeri Sipil yang diklasifikasikan berdasarkan jenis
pendidikannya ditunjukkan pada gambar 2.3. Terlihat bahwa 25,6% memiliki
pendidikan S2 dan 24,3% memiliki pendidikan S1.

1,03% _ 0.65% 1 239
14,42%

» SD (321)
* SMP (613)
0,54%
Z » SMA (7.166)
» D-I/D-11 (267)
« D-1ll (14.537)
« D-1V (1.490)
29,25% = $1(12.074)
= $2 (12.713)
% * §3 (514)

X
25,58% [

24 30
3,00%
Gambar 2.3 Jumlah Pegawai Negeri Sipil

Kementerian Kesehatan berdasarkan jenis Pendidikan
(Sumber: Data SIMKA per Desember 2019)
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ai Negeri Sipil Kementerian

Berdasarkan jenis jabatan, jumlah Pegaw
kesehatan dan 22.239 orang

Kesehatan terdiri dari 27.456 orang (55,3%) tenaga
(44,8%) non tenaga kesehatan. Sedangkan jumlah Pegawai Negeri Sipj
berdasarkan tiga Klasifikasi jabatan yaitu Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan
Administrasi, Jabatan Fungsional Tertentu, dan Jabatan Fungsional Umum

ditunjukkan pada gambar 2.4.

4,58%

= Struktural (2.277)
« JFT (26.212)

» JFU (49.695)
52,75%

42 67%

Gambar 2.4 Jumlah Pegawai Negeri Sipil
Kementerian Kesehatan berdasarkan jabatan
(Sumber: Data SIMKA per Desember 2019)

Berdasarkan penempatannya, 4.106 orang (8,26%) ditempatkan di kantor
pusat dan 45.589 orang (91,74%) ditempatkan di Unit Pelayanan Terpadu. Adapun
sebaran Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kesehatan pada delapan unit utama
ditunjukkan pada gambar 2.5.

= Sekretariat Jendral (1.316)

285% 0,57%

-'l"_

19,09%
« [nspektorat Jenderal (281)

25 3%. = Diredcdorat Jenderal Kesehatan
0,48% | Masyarakat (32.243)
1,04% — « Direktoral Jenderal
Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit (4.357
8.77% . Dh‘azlciatt Jendgral
Kefarmasian dan Alat

Kesehatan (519)
» Direktorat Jenderal Pelayanan
64 BRY Kesehatan (228)

« Badan Penelitian dan
Pengembangan Kesehatan
{1.255)

Gambar 2.5 Sebaran Pegawai Negeri Sipil per Unit Utama
(Sumber: Data SIMKA per Desember 2019)
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2.2 Tugas dan Fungsi Biro Kepegawaian Kementerian Kesehatan
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kementerian Kesehatan, pada bagian ke-enam Pasal 66 dijelaskan

tugas Biro Kepegawaian adalah melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian

di lingkungan Kementerian Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Biro Kepegawaian

menjalankan beberapa fungsi yang dijelaskan dalam Pasal 67 yaitu sebagai

berikut:

a. Pengelolaan urusan pengadaan;

b. Pengelolaan urusan mutasi dan penilaian kinerja pegawai;

c. Pengelolaan urusan pengembangan pegawai;

d. Penyiapan pengembangan urusan disiplin dan kesejahteraan pegawai; dan

e. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

2.3 Sumber Daya Biro Kepegawaian

Saat ini, Biro Kepegawaian memiliki 125 orang pegawai yang terdiri dari 61
orang (48,8%) laki-laki dan 64 orang (51,2%) perempuan. Adapun sebaran jumlah
pegawai berdasarkan jenis pendidikan ditunjukkan pada gambar 2.6. Terlihat
bahwa sebagian besar berpendidikan S1 dan D3.

u5D
u5MA
| JOE]
m5l

u57

Gambar 2.6 Jumlah Pegawai Biro Kepegawaian berdasarkan Jenis Pendidikan
(Sumber: Data Sistem Informasi Kepegawaian per Desember 2019)
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Saat ini jumiah pegawai Biro Kepegawaian pada sefiap Jabatan Pimping,

Tinggi dan Jabatan Administrasi maupun Jabatan Fungsional ditunjukkan paq,
tabel 2.2,

= ian berdasarkan Jabatan
Tabel 2.2 Jumlah pegawai Biro Kepegawaian
(Sumber: Data Sistem Informasi Kepegawaian per Desember 2019)

No | Jabatan J@:
Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi 7
1 | Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama 1____
2 | Jabatan Administrator &
3 | Jabatan Pengawas 12 |
Staf 108
4 | Jabatan Fungsional a7 |
5 | Jabatan Pelaksana "
Jumlah 125 ]

Kebutuhan jabatan fungsional untuk masing-masing jabatan di lingkungan
Biro Kepegawaian terlihat pada tabel 2.3. Terlihat bahwa saat ini masih kekurangan
sebanyak 116 staf untuk jabatan fungsional.

Tabel 2.3 Kebutuhan Jabatan Fungsional di Lingkungan Biro Kepegawaian
(Sumber: Data Biro Kepegawiaan 2019)

Jabatan Jenjang ABK Eksisting | Kekurangan
Analis Kepegawaian Ahli | Madya 7 0 T
Muda 26 7 -19
Pertama 36 6 30
Penyelia 8 3 5
| Mahir 23 B -15
Terampil 22 4 -18
Arsiparis Muda 1 1 0
Pertama 2 0 -2
Penyelia 5 1 -4
Mahir 3 0 -3
Terampil 3 0 -3
Pengelola Pengadaan Pertama 1 0 -1
Barang dan Jasa
Perancang Peraturan Pertama 1 0 1
Perundang-undangan
Perencana Pertama 2 1 -1
Pranata Komputer Muda 2 0 ]
Pertama 6 % 4
Mabhir 2 1 1
Terampil 2 2 0
Jumlah 152 16 | 116
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Sementara itu, kebutuhan jabatan pelaksana untuk masing-masing jabatan di
lingkungan Biro Kepegawaian ditunjukkan pada tabel 2.4. Terlihat bahwa saat ini
terdapat kelebihan staf pelaksana sebanyak 23 orang.

Tabel 2.4 Kebutuhan jabatan pelaksana di lingkungan Biro Kepegawaian
(Sumber: Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2018)

No Jabatan ABK | Eksisting | Kekurangan
1| Analis Barang Milk Negara 1 0 1

2 | Analis Kepegawaian 11 6 -5 1
3 | Analis Kepegawaian Ahli 12 30 19

4 | Analis Keuangan 4 | 4 0

5 | Arsiparis 1 | 2 1

6 | Bendahara 1 1 0

7 | Pengadministrasi Keuangan G 7 1

8 | Pengadministrasi Umum 2 0 -2

9 | Pengelola Barang Milik Negara 1 0 -1

10 | Pengelola Data 0 5 5

11 | Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa 1 2 1

12 | Pengemudi 1 0 ~1

13 | Perencana 2 2 0

14 | Pramubakti 1 0 T
15 | Pranata Komputer 1 2 1

16 | Pranata Komputer Ahli 1 4 3
17 | Sekretaris 1 4 3

Jumlah a7 69 23

Alokasi dan realisasi anggaran untuk Biro Kepegawaian Kementerian
Kesehatan ditunjukkan pada gambar 2.7. Terlihat bahwa realisasi anggaran tahun
2015 sebesar 81,05% dari besaran pagu, 85,37% pada tahun 2016, 97,02% pada
tahun 2017, dan 94% pada tahun 2018.

=2==Pagu Anggaran e=s==Realisasi

60

®

2 40 a
z

w 20

2

s

E 2015 2016 2017 2018
[]

= Tahun

§

3

Gambar 2.7 Perbandingan Alokasi dan Realisasi Angg_aran Biro Kepegawaian
(Sumber: Laporan Kinerja (LKj) Biro Kepegawaian Tahun 2018)
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Saat ini dalam pelaksanaan tugas pokoknya, Biro Kepegawaian didukqu
oleh sistem informasi berupa beberapa aplikasi kepegawaian sebagai beriut
1. Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian dan Sistem Informasi Kepegawaia,

a. Sistem Informasi Manajemen Kepegawain yang berfungsi untuk mengejoy,
data pegawai (Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipij)
lingkungan Kementerian Kesehatan;

b. Sistem Informasi Kepegawaian Daerah yang berfungsi untuk mengeloly
data pegawai tidak tetap di provinsi dan kabupaten/kota;

c. Aplikasi Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil untuk membantu par,
pejabat penilai dalam melakukan penyusunan sasaran kinerja pegawaj
penilaian sasaran kinerja pegawai, penilaian perilaku dan pencatatan
logbook perilaku pegawai.

2. Sistem Informasi Layanan Kepegawaian
Sistem Informasi Layanan Kepegawaian berfungsi untuk mengelola proses
produk administrasi kepegawaian Kementerian Kesehatan melalui beberapa
modul berikut:

a. Surat Usul dan Agenda, untuk melakukan usulan seluruh produk administras;

kepegawaian;

b. Bezetting, untuk menyusun bezetting atau formasi kebutuhan pegawai;

c. Kenaikan Pangkat, untuk melakukan proses administrasi kepegawaian yang

terkait dengan kenaikan pangkat;

d. Administrasi Jabatan Fungsional, untuk melakukan proses administrasi

kepegawaian yang terkait dengan jabatan fungsional tertentu;

e. Administrasi Jabatan Pelaksana, untuk melakukan proses administrasi

kepegawaian yang terkait dengan jabatan fungsional pelaksana;

f. Arsip Kepegawaian, untuk mengelola data arsip kepegawaian elektronik

pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan;

g. Tugas Belajar dan Izin Belajar, untuk melakukan proses administrasi

kepegawaian terkait dengan tugas belajar dan izin belajar;

h. Ujian Dinas dan Penyesuaian ljazah, untuk melakukan proses administrasi
kepegawaian yang terkait dengan ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat

penyesuaian ijazah;

20



Uraian Jabatan, untuk menghitung pemeringkatan jabatan (grading);

Standar Kompetensi Jabatan, untuk menyusun dan mengelola standar
kompetensi jabatan, baik jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan
maupun jabatan fungsional tertentu.

3. Aplikasi lainnya

a. Informasi Jabatan adalah aplikasi untuk menyusun informasi jabatan dan peta

24

jabatan organisasi;

. Sistem Informasi Manajemen Pelaksanaan Anggaran (SIMAPAN) adalah

aplikasi untuk melakukan monitoring pelaksanaan anggaran;

Aplikasi Pelaporan Gratifikasi adalah melakukan pelaporan tindakan
gratifikasi di lingkungan Kementerian Kesehatan:

. Inpassing Jabatan Fungsional Tertentu Pembimbing Kesehatan Kerja adalah

aplikasi untuk administrasi proses inpassing jabatan fungsional pembimbing
kesehatan kerja;

. Sistem Seleksi Terbuka (SISKA) adalah aplikasi untuk melakukan seleksi

terbuka terhadap pengisian pejabat pimpinan tinggi:

Sistem Manajemen Talenta Rawatan (aparatur pegawai kesehatan) adalah
aplikasi untuk mendukung pengambilan keputusan dalam penetapan talent
dan pengembangan kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil.

Kinerja Pelayanan Biro Kepegawaian
Sebagai potret kondisi saat ini dari kinerja pelayanan Biro Kepegawaian, tabel

2.5 menyajikan pencapaian kinerja Biro Kepegawaian berdasarkan Rencana
Strategis Kementerian Kesehatan 2015-2019. Terlihat bahwa semua target kinerja
yang sudah ditetapkan dapat terpenuhi.
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BAB lli
ISU STRATEGIS

3.4 Analisis Lingkungan Strategis Pembangunan Aparatur Sipil Negara

Globalisasi dan perkembangan teknologi digital akan sangat signifikan
memengaruhi potret lingkungan strategis Aparatur Sipil Negara dan potret birokrasi
di Indonesia pada tahun 2020-2024. Selain itu, berbagai isu nasional juga akan
berpengaruh pada potret tersebut, misalnya tingkat pembangunan ekonomi,
tuntutan untuk pemerataan pembangunan daerah dengan memperluas basis
perekonomian wilayah timur Indonesia, serta kualitas dan distribusi Aparatur Sipil
Negara saat ini.

Peningkatan budaya digital di masyarakat juga akan berdampak pada budaya
birokrasi. Hasil survei Deloitte (2015) di 70 negara yang melibatkan 1.200 pegawai
pemerintah menunjukkan bahwa teknologi digital telah mengakibatkan perubahan
cara dan pola kerja pemerintah. Peningkatan proporsi Aparatur Sipil Negara dari
kalangan generasi milenial juga diprediksi akan menuntut perubahan pola dan cara
kerja birokrasi, seperti perubahan jam kerja menjadi lebih fleksibel dan perubahan
tempat kerja yang lebih mendukung diskusi dan sharing informasi. Berbeda dengan
generasi baby boomers dengan ciri-ciri yang lebih mengedepankan tata krama
birokrasi, generasi milenial (Generasi Y) memiliki karakteristik lebih kreatif, lebih
melek informasi teknologi, dan lebih mengutamakan worklife balance. Hal ini
dipredikasi akan menimbulkan gap generasi dan gap budaya kerja dalam birokrasi
Aparatur Sipil Negara.

Ke depan, tuntutan untuk melakukan transformasi birokrasi juga semakin
besar. Hal ini dikarenakan oleh tuntutan efisiensi biaya birokrasi, peningkatan
peran dan kontribusi stakeholder non-pemerintah dalam pembangunan, tuntutan
pelayanan publik yang semakin personalized sehingga mudah diakses dari mana
saja dan kapan saja oleh masyarakat dan tuntutan untuk mewujudkan data-smart
government di era industri 4.0.
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3.2 Arah Nasional Pembangunan Aparatur Sipil Negara

Dalam pidato pelantikan Presiden Republik Indonesia periode 2019@,324
Presiden Ir. H. Joko Widodo menyampaikan ima arahan program ke, ?aitL;
pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrasturuktur, SiMplifkq
regulasi, penyederhanaan birokrasi dan transformasi ekonomi, Poin-poin araha;
Presiden Republik Indonesia yang berkaitan dengan pembangunan Aparatys Sipi
Negara terangkum dalam dua poin, yaitu pembangunan sumber daya Manusia gz,
penyederhanaan birokrasi.

Pemerintah akan memfokuskan pembangunan sumber daya Manusia
nasional untuk menghasilkan sumber daya manusia dengan karakteristik Pekerja
keras, dinamis, terampil dan menguasai iimu pengetahuan dan teknolog;
Pemerintah juga akan mengundang talenta-talenta global untuk bekerja sama.
Selain itu, kerja sama dengan industri juga akan ditingkatkan dan didukung dengan
penggunaan teknologi yang mempermudah jangkauan ke seluruh pelosok negeri.
Peningkatan kualitas sumber daya manusia akan didorong pendanaannya dengan
skema endowment fund dan tidak hanya bergantung pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (APBN),

Upaya penyerderhanaan birokrasi yang akan dilakukan Pemerintah berfokus
pada perampingan organisasi, optimasi jabatan dan pemilihan prioritas kerja.
Perampingan yang dimaksud adalah dengan memangkas sistem eselon menjadi
hanya dua level (pemangkasan Eselon 3 dan 4). Optimasi jabatan dilakukan
dengan mengalihkan jabatan struktural yang dirasa tidak optimal ke jabatan
fungsional. Pemilihan prioritas kerja dilakukan sejalan dengan prioritas
pembangunan untuk melakukan investasi lapangan kerja.

Sejalan dengan arahan Presiden Republk Indonesia tersebut, beberapa
regulasi telah disusun Pemerintah, misalnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49
tahun 2018 tentang Manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
Manajemen Aparatur Sipil Negara terdiri atas Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan
Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang perlu dilaksanakan
oleh Kementerian/Lembaga dengan menerapkan Norma, Standar, Peraturan dan
Kriteria (NSPK) yang lebih mampu laksana sesuai dengan payung hukum yang
ada. Adapun lingkup Manajemen Pegawai Negeri Sipil meliputi penyusunan dan
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penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir,
pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan,
penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua dan
perlindungan. Sejalan dengan Pegawai Negeri Sipil, lingkup Manajemen Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan,
penilaian kinerja, gaji dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian
penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja dan perlindungan.

Pemerintah telah menetapkan peta jalan (roadmap) pengelolaan birokrasi
yang dibagi dalam empat tahapan terdapat pada gambar 3.1. Tahapan tersebut
dimulai dari pembentukan good govemance, kemudian reformasi birokrasi dan
dilanjutkan dengan pengelolaan berbasis sistem merit di mana kebijakan dan
manajemen Aparatur Sipil Negara berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan
kinerja secara adil dan wajar. Pada periode 2020-2024, arah pengelolaan birokrasi
akan difokuskan untuk menghasilkan birokrasi berkelas dunia dengan
menyesuaikan terhadap perkembangan era industri 4.0,

RPJM 4
(2020-2024)
RPIM 3 Birokrasi
(2015-2019) Berkelas Dunia
. Sistem Merit
RPJM 2
(2010-2014)
Reformasi
= Birokrasi
RPJM 1
(2005-2009)
Good
Governance

Gambar 3.1 Peta Jalan Pengelolaan Birokrasi Aparatur Sipil Negara
(Sumber: Paparan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokasi)

Sejalan dengan pengelolaan birokrasi menuju birokrasi berkelas dunia,
Aparatur Sipil Negara juga perlu dikelola menuju SMART ASN 2024 yaitu Aparatur
Sipil Negara yang menjunjung tinggi integritas dan nasionalisme, berwawasan
global, menguasai informasi teknologi dan bahasa asing, mengutamakan
hospitality (pelayanan), memiliki jaringan (networking) yang luas, serta berjiwa
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entrepreneurship yang gigih dan inovatif. Tercapainya SMART ASN 2024 j, ..
sejalan dengan terbentuknya nilai-nilai Aparatur Sipil Negara 2024 yang tergp
pada gambar 3,2. Nilai-nilai tersebut diharapkan dapat terinternalisasi terhagg,
semua Aparatur Sipil Negara di Indonesia. Apresiasi terhadap Aparatur gjp
Negara terhadap pelaksanaan nilai-nilai tersebut akan diterapkan salah satypy,
dengan penghargaan yang diberikan bagi nominasi Aparatur Sipil Negara best
leaders dan Aparatur Sipil Negara best employees.

0 Berkola-

borasi

Berkeputusan tegas

Gambar 3.2 Nilai-nilai Aparatur Sipil Negara 2024
(Sumber: Paparan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokasi)

Pencapaian SMART ASN 2024 dan birokrasi berkelas dunia sangat
tergantung kepada kualitas sistem rekrutmen hingga kualitas pembinaan Aparatur
Sipil Negara. Dalam konteks Biro Kepegawaian Kementerian Kesehatan, hal inj
terkait dengan tugas dan fungsi Biro Kepegawaian yang terbagi atas 6P: 1)
Perencanaan, 2) Perekrutan dan Seleksi, 3) Pengembangan Kompetensi, 4)
Penilaian Kinerja, 5) Promosi dan 6) Peningkatan Kesejahteraan, dengan rincian

sebagai berikut.

P1: Perencanaan

Perencanaan Aparatur Sipil Negara ke depan akan dituntut semakin terarah
dan efektif. Perencanaan yang tidak terarah dengan tidak memperhatikan kerangka
pembangunan Aparatur Sipil Negara nantinya rentan akan penyalahgunaan
kewenangan. Selain itu, perencanaan Aparatur Sipil Negara disyaratkan untuk
disesuaikan dengan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.
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P2: Perekrutan dan Seleksi

Sistem perekrutan Aparatur Sipjl Negara ke depannya dilaksanakan secara
transparan dan efisien dengan melakukan proses rekrutmen dan seleksi berbasis
komputer dan online, bukan dengan paper-based test dan pemrosesan hasil
secara manual. Sistem rekrutmen yang tidak transparan dan tidak efisien dapat
membuka peluang terjadinya pelanggaran.

P3: Pengembangan Kompetensi

Tahap pengembangan kompetensi saat ini masih mengandalkan metode
diklat konvensional Aparatur Sipil Negara yang didominasi classical class, materi
pembelajaran yang tidak update, dan fasilitas yang seadanya. Pengembangan
kapasitas berupa pendidikan dan pelatihan ke depannya akan bertransformasi
menjadi metode pembelajaran bekelanjutan seperti e-leaming, coaching, dan on
the job training. |dealnya, proses pembelajaran hanya 20% akan dilakukan di kelas,
sedangkan 80% berupa kegiatan non-kelas. Pengembangan kompetensi Aparatur
Sipil Negara akan dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara Corporate University
dengan kerangka desain seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.3.

STRATEGI NASIONAL -

SISTEM PEMBELAJARAN
_ TARGET AUDIENCE _ CONTENT |, DELIVERYMETHODS |/ GOVERNANCE |
« JPT , ‘Pengembangan Kompetensi * BELAJAR MANDIRI * Chief of Leamning Officers |
(Madya & Pratama) ' | - Manajerial + E-Leaming (Sekjen/Sekda/Sestama) |
= JA 'y -Sosfal Kultural + Belajar di kelas i B 1
+ JF I, -Teknis * Belajar dari orang PRI M) |
1, * Dialog + Mentar/Coach
* Komunitas online +  Pengajar dan Pakar

INFRASTRUKTUR PEMBELAJARAN

*  Karier dan Rencana Pengembangan Kompelensi .+ Teknologi informasi
+ Manajemen Talenta I *  Knowledge Management
* Manajemen Kinerja | Learning Community Network

Gambar 3.3 Desain Aparatur Sipil Negara Corporate University
(Sumber: Lembaga Administrasi Nasional, 2018)



P4: Penilaian Kinerja dan Penghargaan -
Sistem penilaian kinerja yang diharapkan adalah yang ODJEKlif berbagig

penilaian 360°, Sistem penilaian 360° dilakukan oleh atasan, rekan setingkat dap,

bawahan secara komprehensif dan objektif. Subjektivitas dalam penilaian kinerja g

mana Aparatur Sipil Negara yang berkinerja dan tidak berkineria menerimg

penghasilan yang sama hanya akan menumbuhkan demotivasi kerja. RE"“mErasf
yang mengutamakan kompetens; dan

akan diberikan sesuai dengan sistem merit
ara Nomor 5 Tahyp

kinerjia mengacu pada Undang-undang Aparatur Sipil Neg
2014. Pemberian renumerasi bersifat adil secara internal sesua dengan bobot

jabatan dan kinerja serta adil secara eksternal dalam arti bersifat kompetitif
Penetapan anggaran disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara baik

pusat maupun daerah.

P5: Promosi, Rotasi, dan Karir
Pengembangan pola karir Aparatur Sipil Negara nantinya akan

memperhatikan kompetensi, kualifikasi, dan kinerja pegawai. Sistem falent poo/
nasional akan diterapkan untuk menentukan individu Aparatur Sipil Negara yang
berada empat kuadran pada peta Kuadran Kualifikasi-Kompetensi dan Kinerja
Pegawai Aparatur Sipil Negara seperti terlihat pada gambar 3.4. Prioritas karir akan
diberikan kepada Aparatur Sipil Negara di Kuadran 1 (yang memiliki berkinerja dan

kompeten).
Tidak Berkinera Berkinerja
3 N 1)
Mutasi/Rotasi
Kompaten - : Promosi
Kualifikasi Kompeten- Kualidkasi | § | oo eten - Kuaiifikasi
i sesuai namun lidak genuad
bedinana 4
| i )
“
4 ~ ~
Tidak Rasionalisasi Diklat/Magang
Kompeten - Tid ak kempeten- Tidak kempstan —
Kualifikasi Kualifikcas| lidak sasua Kualifikas: tdak sasuai
Tidak Sesuai dan fidak berkinera | namun berkineria
5 .

Gambar 3.4 Sistem Talent Pool Nasional menuju SMART ASN 2019
(Sumber: Paparan Prof. Dr. H. Yuddy Chrisnandi, ME)
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Secara keseluruhan ;
 Madel Manajemen talenta Aparatur Sipil Negara dapat

dilihat Dafiﬂ gambarl 3.5. |dentifikas; Penilaian dan pemetaan talenta didasarkan
atas matriks keterkaitan antarg Kinerja dan potensi

MODEL MANAJEMEN TALENTA ASN

PRIORITAS

PFEMBAMGUNAN
NASIOMAL PEMANTAUAN DAN EVALUASI

WIS, MISH, TUIUAN,
B STRATEGI

FIIJ!MTI!IM_:.:,'L
"ENILALAN, DM
PLMETAAN TALENTA

KOMPETEMS] Hﬁmﬂuﬂﬂlﬂlﬂ RENCANA
—— SUKSESI

o —

Gambar 3. 5 Model Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara
(Sumber: Paparan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokasi, April 2019)

P6: Peningkatan Kesejahteraan (Gaji, Tunjangan, Perlindungan, Pensiun,
dan Jaminan Hari Tua)

Saat ini, manfaat pensiun hanya berdasarkan gaji pokok sehingga
replacement rate hanya berkisar 10-30%. Meskipun Aparatur Sipil Negara
membayar iuran, pembayaran pensiun bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN). Investasi dari dana iuran pensiun tidak dirasakan
langsung oleh Aparatur Sipil Negara. Pemerintah sebagai pemberi kerja tidak
memberikan kontribusi bagi kesejahteraan Aparatur Sipil Negara dan pensiun,

Pengelolaan pensiun akan dilakukan melalui perhitungan manfaat
menggunakan take home pay, tidak lagi hanya gaji pokok dan tidak lagi membebani
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sistem iuran bersama akan
diterapkan di mana pemerintah dan Aparatur Sipil Negara bersama-sama
mengeluarkan iuran. Pemanfaatan dana pensiun ke depannya juga akan
digunakan untuk kesejahteraan Aparatur Sipil Negara dan pensiunan, seperti
pembangunan ASN City dan pembuatan ASN Mart.

29



3.3 Arah dan Prioritas Strategis Kementerian Kesehatan 2020-2024

Kementerian Kesehatan telah menyusun Rencana Strategis 2020207,
sebagai arah dan prioritas strategis dalam pembangunan kesehatan di '“dﬂﬂesia_
Tujuan pembangunan kesehatan adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemaua,
dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat
kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Hasil pembangypa,
kesehatan akan terlihat dari penduduk yang hidup dengan perilaku dan dajg,
lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehag,
yang bermutu, secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan Yang
setinggi-tingginya di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Sasaran pembangunan kesehatan yang akan dicapai pada tahun 204
adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang ditunjukkan ojgp,
meningkatnya umur harapan hidup, menurunnya angka kematian pay;
menurunnya angka kematian ibu, dan menurunnya prevalensi gizi kurang pada

balita.

Untuk dapat mewujudkan masyarakat sehat, produktif, mandiri dap
berkeadilan, Kementerian Kesehatan telah menetapkan target nilai reformag;
birokrasi tahun 2024 sebesar 80,58. Reformasi birokrasi dijadikan sebagai indikator
pencapaian sasaran program dukungan manajemen dan pelaksana tugas teknis
lainnya yakni “Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan
pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan”.

Untuk mencapai sasaran program tersebut, maka telah ditetapkan
“Pembinaan Administrasi Kepegawaian” sebagai salah satu kegiatan penting,
dengan sasaran: ‘“Terwujudnya penataan Aparatur Sipil Negara Kementerian
Kesehatan sesuai kompetensi jabatan", dengan indikator pencapaian sasaran
tersebut:

Persentase pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrator, dan pejabat
pengawas di lingkungan Kementerian Kesehatan yang memiliki kompetensi
sesuai dengan standar sebesar 90%;

Persentase Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Kesehatan yang
menduduki jabatan fungsional sesuai dengan kompetensinya sebesar 80%;

»  Tingkat kepuasan terhadap layanan kepegawaian sebesar 4 4.
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3.4 Kecukupan Regulasi Saat Ini

Bagian ini menampilkan hasil analisis terhadap kecukupan regulasi saat ini
yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam perencanaan pengelolaan Aparatur
Sipil Negara untuk mewujudkan SMART ASN 2024 di lingkungan Kementerian

Kesehatan. Kecukupan regulasi dianalisis sesuai dengan aspek 6P yang dijelaskan
sebagai berikut.

1. Aspek Perencanaan

a.  Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun
2018 tentang peta jabatan kantor pusat di lingkungan Kementerian
Kesehata, Kementerian Kesehatan masih dalam proses penyelesaian
akhir peta jabatan untuk seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian
Kesehatan pada Biro Hukum dan Organisasi;

b. Pedoman penyusunan formasi dalam bentuk Peraturan Menteri
Kesehatan sudah tersedia tetapi belum menyesuaikan dengan amanat
Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

c. Perencanaan kebutuhan dalam pengisian formasi pegawai terbatas
pada penggantian Pegawai Negeri Sipil namun belum mencakup
kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja dan pegawai
mutasi dari instansi lain;

d. Komposisi pegawai yang menduduki jabatan pelaksana lebih banyak
dibanding dengan jabatan fungsional. Saat ini sudah ada Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 41 tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah yang dapat
dijadikan acuan dalam penetapan jabatan pelaksana di Kementerian
Kesehatan. Penataan pegawai (distribusi, mutasi, rotasi) saat ini belum
seluruhnya menyesuaikan dengan peta jabatan.

2. Aspek Perekrutan dan Seleksi
a. Kementerian Kesehatan telah melaksanakan rekrutmen dan seleksi
Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan prinsip pengadaan Calon
Pegawai Negeri Sipil yang terdapat pada Peraturan Menteri
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Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrag; Nom
or

Tahun 2019 yaitu kompetitif, adil, objektif, transparan, berss
d

potisme serta tidak dipungut biaya: A

korupsi, kolusi dan né
Kementerian Kesehatan melakukan proses integrasi data e .

Registrasi (STR) dengan Badan Kepegawaian Negar, X
. agay

permasalahan terkait Surat Tanda Registrasi (STR) yang teriag g
a

seleksi tahun 2018 tidak terulang kembali di tahun 2019;

Saat  ini,  Kementerian Kesehatan  masih Menungy
U

aturanfpedcmanlprosedur terhadap perekrutan dan seleks; Pegaya
i

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Aspek Pengembangan Kompetensi

Data hasil uji Kompetensi belum tersedia untuk seluruh pegawai:

Perlu ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pedoman
Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Pelaksana agar penyelenggaraan
asesmen kompetensi terstandar;

Belum ditetapkan peta perencanaan pengembangan kompetens;
(pendidikan dan pelatihan) baik untuk kebutuhan individu ataupun
organisasi,

Standar Kompetensi Teknis untuk pejabat pimpinan tinggi dan pejabat
administrasi kantor pusat dan manajemen rumah sakit sudah disusun
namun belum untuk seluruh satuan kerja di Unit Pelayanan Teknis
dimana standar kompetensi ini perlu persetujuan dari Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

Belum fersedia informasi kesenjangan terhadap persyaratan jabatan
kinerja dan kesenjangan kinerja;

Belum ditetapkan kebijakan internal tentang pengembangan kompetensi
jabatan fungsional kesehatan;

Belum dibangun unit assessment center untuk penetapan kompetensi
berbasis teknologi informasi Aparatur Sipil Negara Kementerian
Kesehatan;

Belum terdapat pedoman pelaksanaan kegiatan pengembanga’
kompetensi Aparatur Sipil Negara dalam bentuk pelatihan non-klasikal
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seperti e-leaming, bimbingan di tempat kerja, pelatihan jarak jauh,
magang dan pertukaran Pegawai Negeri Sipil dan pegawai swasta.

Aspek Penilaian Kinerja dan Penghargaan

a.

Belum ditetapkan petunjuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
30 Tahun 2018 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai di Lingkungan Kementerian
Kesehatan harus direvisi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30
Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
Pemantauan kinerja belum dilakukan secara berkala sehingga mungkin
diperlukan panduan tersendiri untuk pelaksanaannya;

Sistem penilaian kinerja saat ini belum secara utuh menggambarkan
kinerja sebenarnya serta belum di-cascading kinerja organisasi
sehingga diperlukan tools untuk melakukan monitoring kinerja secara
berkala;

Pemberian tunjangan kinerja saat ini hanya berdasarkan kehadiran,
namun belum dilakukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan pada
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai,

Penghargaan yang diberikan hanya berdasarkan masa kerja, yang
seharusnya juga mempertimbangkan kinerja, sesuai dengan Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pemberian
Penghargaan dan Sanksi;

Belum adanya pemantauan dan evaluasi secara berkala 3 bulan
terhadap penilaian kinerja untuk memastikan kontrak kinerja telah
tercapai;

Implementasi kebijakan internal terhadap penghargaan secara finansial
dan non-finansial belum maksimal;

Implementasi  penyelesaian terkait permasalahan kinerja belum
dilaksakan secara optimal;

Penegakan kode etik dan kode perilaku Aparatur Sipil Negara belum

optimal.
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5.

Aspek Promosi, Rotasi dan Karir

a.
b.

Belum tersedia profil pegawai yang memuat kompetensi pegawai;
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/40/2015
tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimping,
Tinggi di Lingkungan Kementerian Kesehatan sudah tidak sesyg
dengan perkembangan peraturan dan kebutuhan organisasi serta belym,
mengacu pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dap,
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisan Jabatap
Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompelitif di Lingkungan Instang;
Pemerintah;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 57 Tahun 2012 tentang Pola Karir
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kesehatan sudah tidak
sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan organisasi serta belum
mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat
Penyesuaian ljazah sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan
perkembangan organisasi serta belum mengacu pada Peraturan
Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri
Sipil dan belum mengatur tentang penyelenggaraan Computer Assisted
Test (CAT);

Penyusunan rumpun jabatan telah dilakukan tetapi belum ditetapkan;
Standar Kompetensi Teknis (SKT) untuk pejabat pimpinan tinggi dan
pejabat administrasi kantor pusat dan manajemen rumah sakit sudah
disusun namun belum untuk seluruh satuan kerja di Unit Pelayanan
Teknis (UPT) dimana standar kompetensi ini perlu persetujuan dari
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,
Belum tersedia Peraturan Menteri Kesehatan tentang pedoman diklat
kepemimpinan di lingkungan Kementerian Kesehatan;

Belum tersedia talent pool dan rencana suksesi;

Belum ditetapkan Pedoman tata cara pindah di lingkungan Kementerian

Kesehatan.
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Aspek Peningkatan Kesejahteraan

a.  Kementerian Kesehatan telah melaksanakan pemeriksaan kesehatan
pegawai Medical Check Up (MCU) secara rutin, namun belum dilakukan
secara menyeluruh. Selain itu, diperlukan tata laksana pengujian
kesehatan terkait kategori rekomendasi hasil pemeriksaan kesehatan;

b. Kementerian Kesehatan telah melaksanakan pemeriksaan narkoba
secara rutin, namun belum dilakukan secara menyeluruh;

¢. Kementerian Kesehatan telah memberikan pembekalan bagi Pegawai
Negeri Sipil yang akan memasuki masa purna bakti, namun diperiukan
juknis pelaksanaan pembekalan tersebut;

d. Belum terdapat panduan terkait tindak lanjut hasil Medical Check Up
(MCU) dan narkoba;

e. Belum terdapat kebijakan untuk tunjangan semua jabatan fungsional
kesehatan setingkat Peraturan Presiden.

3.5 Tantangan Strategis

Mengacu kepada analisis lingkungan strategis, arah pembangunan nasional

Aparatur Sipil Negara dan prioritas Kementerian Kesehatan, berikut adalah

tantangan strategis dalam pengelolaan Aparatur Sipil Negara Kementerian
Kesehatan 2020-2024;

Il

Tersedianya Norma, Standar, Peraturan dan Kriteria (NSPK) berupa
pedoman, panduan, juknis, tata hubungan kerja, Standar Operasional
Prosedur (SOP) dan lain-lain, pengelolaan Aparatur Sipil Negara di
Kementerian Kesehatan yang sistematis, mampu laksana, dan efektif:
Terwujudnya penataan Aparatur Sipil Negara sesuai dengan kompetensi dan
peta jabatan berbasis sistem merit di lingkungan Kementerian Kesehatan
menuju birokrasi kelas dunia;

Terwujudnya Sistem Manajemen Kinerja yang objektif dan transparan untuk
mendorong kinerja Aparatur Sipil Negara;

Terwujudnya efektifitas implementasi Sistem manajemen talenta di
lingkungan Kementerian Kesehatan;

Terwujudnya sinergi dan kolaborasi dalam pengembangan Aparatur Sipil
Negara menuju SMART ASN 2024 di lingkungan Kementerian Kesehatan dan
pemangku kepentingan (stakeholder) terkait;
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3.6

Terwujudnya peningkatan kualitas dan transparansi data kepegawaian Serty
kemudahan akses sistem kepegawaian Kementerian Kesehatan;
Terwujudnya sistem informasi teknologi yang andal dan terintegrasi antara
Biro Kepegawaian, unit utama, satuan kerja di lingkungan Kementenan
Kesehatan dan Kementerian/Lembaga lainnya;

Terwujudnya budaya kinerja dan tata nilai Kementerian Kesehatan paq,
semua Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Kesehatan dengan
mempertimbangkan karakteristik generasi Aparatur Sipil Negara.

Analisis SWOT
Analisis SWOT dilakukan sebagai salah satu instrumen dalam perencanaap

strategis untuk mengetahui potret dan kondisi saat ini dalam pengelolaan Aparatyr

Sipil Negara.

Kekuatan

1.

Telah tersedia payung hukum terkait pengelolaan kepegawaian nasional

2. Rekrutmen pegawai telah dilaksanakan secara terbuka, kompetitif,
transparan dan tidak diskriminatif;

3. Data kepegawaian (SIMKA) sudah ter-update secara real-time,

4. Telah tersedia Sistem Informasi Layanan Kepegawaian yang mendukung
pengelolaan administrasi kepegawaian;

5. Pemberian penghargaan non-finansial untuk semua pegawai telah berjalan.

Kelemahan

1. Jumlah, jenis jabatan dan distribusi pegawai belum sesuai dengan kebutuhan
organisasi Kementerian Kesehatan;

2. Asesmen kompetensi belum dilaksanakan secara optimal dan pelaksanaan
pengembangan kompetensi belum disusun berdasarkan analisis
kesenjangan kompetensi dan kesenjangan kinerja;

Sistem manajemen kinerja dan manajemen talenta belum berjalan optimal;

4. Pelaksanaan promosi belum berdasarkan rencana suksesi dan
mempertimbangkan pola karir instansi;

5. Kompetensi Aparatur Sipil Negara dan organisasi Biro Kepegawaian belum

sesuai kebutuhan organisasi di masa yang akan datang;

36



6. Budaya Kemkes dan ROPEG SIAP belum sepenuhnya terinternalisasi;

7. Belum optimalnya peran unit utama dan satuan kerja dalam pengelolaan
kepegawaian.

Peluang

1. Prioritas pembangunan sumber daya manusia dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 dan Visi Indonesia
Emas Tahun 2045;

2. Kerjasama dengan stakeholder terkait dalam pengelolaan dan
pengembangan pegawai (Unit Utama, Badan Kepegawaian Negara,
Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi,
Komisi Aparatur Sipil Negara, Lembaga Administrasi Nasional, Kementerian
Keuangan, Sekretariat Negara dan Kementerian Riset dan Teknologi / Badan
Riset dan Inovasi Nasional);

Perkembangan teknologi informasi dalam pengelolaan kepegawaian;

4. Kerjasama eksternal untuk pengadaan pegawai yang sudah kompeten
(talent),

5. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang gaji yang mengatur peningkatan
kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil;

6. Rekrutmen tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

7. Pembentukan unit assesment center di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Ancaman

1. Kesulitan pengisian formasi pada satuan kerja dan jabatan tertentu;

2. Terbatasnya formasi yang diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

3. Kesulitan dalam penataan dan redistribusi Aparatur Sipil Negara;

4. Perubahan peraturan kepegawaian pada level nasional;

5.  Tuntutan hukum terhadap keputusan kepegawaian;

6. Ancaman terhadap keamanan sistem informasi;

7. Kefidakselarasan antara budaya Kementerian Kesehatan dan aspirasi

generasi milenial.
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BAB IV

GRAND DESIGN PENGELOLAAN APARATUR SIPIL NEGARA
KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2020-2024

41 Tujuan

Buku Grand Design Pengelolaan Aparatur Sipil Negara Kernenterian
Kesehatan Tahun 2020-2024 ini berisikan arah dan prioritas strategis Pengelolagn
Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan untuk periode tahun 2020-2024, dan
sekaligus merupakan kompas bagi para pengambil keputusan di lingkungan Birg
Kepegawaian dan bekerjasama dengan stakeholder utama dalam kurun lima tahyn

ke depan sehingga target terwujudnya SMART ASN yang berkinerja unggu dapat
dicapai.

4.2 Sasaran

Dalam mencapai tujuan grand design pengelolaan Aparatur Sipil Negara
Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024 tersebut, ditetapkan beberapa sasaran
berikut:

1. Terwujudnya SMART ASN dan berkinerja unggul;

2. Terpenuhinya kebutuhan jumlah Aparatur Sipil Negara sesuai Analis
Jabatan dan Analisis Beban Kerja;

3. Terwujudnya penataan Aparatur Sipil Negara sesuai kompetensi jabatan,

4.3 Kebijakan

Kebijakan pengelolaan Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan 2020-

2024 disusun berdasarkan model pengelolaan 6P mengacu pada analisis
kecukupan regulasi saat ini.

P1: Perencanaan

Tujuan proses perencanaan adalah terpenuhinya kebutuhan jumiah Aparatur
Sipil Negara sesuai Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dengan
memperhatkan komposisi, kualifikasi, dan distribusi, Untuk itu, sistem
perencanaan yang diharapkan adalah sistem perencanaan yang terintegrasi dalam
satu Kementerian Kesehatan, berbasis data real (big data), dan mampu
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mengadvokasi ke Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi.

Agar sistem tersebut dapat terwujud, kebijakan yang diperlukan adalah:

a. Penyusunan perencanaan Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan
harus merupakan satu kesatuan antara Pegawai Negeri Sipil dan Pegawal
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk jangka waktu lima tahun ke depan;

b.  Penyusunan perencanaan harus memperhatikan core business organisasi.

P2: Perekrutan dan Seleksi

Tujuan proses perekrutan dan seleksi adalah terwujudnya hasil rekrutmen

Aparatur Sipil Negara yang:
a. Memiliki karakteristik pribadi selaku pelayan publik (hospitality);
b. Mampu berperan sebagai perekat Negara Kesatuan Repubiik Indonesia

(nasionalisme dan integritas);

c. Memiliki intelegensia tinggi untuk pengembangan kapasitas dan organisasi;
d. Memiliki keterampilan, keahlian, dan perilaku sesuai tuntutan jabatan.

Untuk itu, sistem perekrutan dan seleksi yang diharapkan adalah sistem
perekrutan yang berbasis informasi teknologi yang juga mengintegrasikan
mekanisme rekrutmen dari talent scouting, professional (diaspora), dan inklusi.

Agar sistem tersebut dapat terwujud, kebijakan yang diperlukan adalah sistem
perekrutan dan seleksi yang dilaksanakan harus kompetitif, adil, objekdif,
transparan, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme serta bebas dari

intervensi politik.

P3: Pengembangan Kompetensi

Tujuan proses pengembangan kompetensi adalah terwujudnya SMART ASN
yaitu Aparatur Sipil Negara yang berwawasan global, berbahasa asing dan
informasi teknologi, memiliki hospitality, networking, dan jiwa entrepreneurship
dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang unggul. Untuk itu, sistem
pengembangan kompetensi yang diharapkan adalah sistem pengembangan
kompetensi yang terintegrasi berbasis informasi teknologi yang dapat
dimanfaatkan untuk melakukan asesmen kompetensi, manajemen talenta,

penilaian kinerja dan pola karir sesuai dengan tata hubungan kerja antar satuan
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kerja, yang diperkaya dengan berbagai metode sepert coaching, mentoring,

shadowing, dan lain sebagainya.
Agar sistem tersebut dapat terwujud, kebijakan yang diperlukan adalah

kebutuhan pengembangan kompetensi perlu memperhatikan kesenjangan

kompetensi dan kesenjangan kinerja secara objektif.

P4: Penilaian Kinerja dan Penghargaan
Tujuan proses peniaian kinerja dan penghargaan adalah terwujudnya

Aparatur Sipil Negara yang memiliki kinerja unggul. Untuk itu, sistem penilaian

kinerja dan penghargaan yang diharapkan adalah:

a. Sistem penilaian kinerja berbasis informasi teknologi yang menjamin
objektivitas pembinaan Aparatur Sipil Negara secara terintegrasi mulai dari
organisasi hingga individu;

b. Sistem penghargaan berdasarkan penilaian kinerja dan inovasi yang
dilaksanakan berjenjang secara nasional;

c.  Sistem dialog kinerja yang memungkinkan pimpinan dan karyawan duduk
bersama untuk merencanakan perbaikan dan pengembangan kinerja;

Agar sistem tersebut dapat terwujud, kebijakan yang diperlukan adalah:

a. Indikator kinerja individu harus di-cascade dari indikator kinerja organisasi dan
merupakan indikator kunci;

b. Pemberian penghargaan mencakup semua Aparatur Sipil Negara
Kementerian Kesehatan berdasarkan kategorisasi jabatan dengan
memperhatikan kinerja dan inovasi;

¢. Mekanisme penilaian kinerja dilaksanakan secara objektif, terukur, akuntabel,
partisipatif, dan transparan;

d. Pemberian penghargaan dapat berbentuk materi dan non-materi yang
diverifikasi dan divalidasi oleh tim penilai penghargaan.

P5: Promosi, Rotasi, dan Karir
Tujuan proses promosi, rotasi, dan karir adalah:

a. Terwujudnya kepastian karir bagi Aparatur Sipil Negara yang berkinerja
unggul dan memiliki kompetensi dan kualifikasi yang memenuhi standar
jabatan yang akan dituju;
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b. TEnfru|udnya sistem Pengembangan karir yang mampu memberikan
peningkatan kompetensi dan wawasan:
Untuk tu, sistem promosi dan rotasi yang dinarapkan adalah:

a.

Sistem yang terintegrasi dengan SIMKA sehingga setiap individu memiliki
akses log in untuk melihat career path dan hasil kompetensi masing-masing;
b.  Aplikasi career path berbasis informasi teknologi.

Agar sistem tersebut dapat terwujud, kebijakan yang diperlukan adalah:

Pola karir mencakup seluruh jabatan (Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan
Administrasi, dan Jabatan Fungsional):

Pengisian posisi pada Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, dan
Jabatan Pengawas berdasarkan talent pool;

c. Promosi berdasarkan pola karir yang merujuk kepada pola karir nasional;

d. Sefiap Aparatur Sipil Negara memiliki career path yang disetujui oleh
pimpinan berdasarkan pola karir yang ditetapkan;

e. Kebijakan terkait demosi/sanksi bagi Aparatur Sipil Negara yang berkinerja
buruk dan tidak berkompetensi.

P6: Peningkatan Kesejahteraan
Tujuan proses peningkatan kesejahteraan adalah terealisasinya hak-hak

terkait kesejahteraan Aparatur Sipil Negara yang adil dan layak sesuai beban kerja,

tanggung jawab, dan risiko pekerjaan untuk mewujudkan peningkatan kualitas
hidup Aparatur Sipil Negara. Untuk itu, sistem peningkatan kesejahteraan yang
diharapkan adalah sistem pembayaran gaji, tunjangan, perlindungan, pensiun, dan
jaminan hari tua yang berbasis informasi teknologi dan tepat waktu.

Agar sistem tersebut dapat terwujud, kebijakan yang diperlukan adalah:

a. Pemeriksaan kesehatan secara berkala kepada semua pegawai, dan bagi
pegawai yang bekerja dengan risiko tinggi berhak mendapatkan pemeriksaan
kesehatan khusus;

b. Pegawai Negeri Sipil yang memasuki masa purnabakli berhak mendapatkan
pembekalan pra-pensiun;

c. Sistem pembayaran tunjangan harus terintegrasi dengan sistem penilaian
kinerja dan berbasis informasi teknologi;
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d. Fasiitas pelayanan kesehatan yang di bawah Kementerian Kesehatay
memberikan manfaat khusus dan prioritas kepada Aparatur Sipil Negara

Kementerian Kesehatan.

4.4 Strategi
Peta strategi grand design pengelolaan Aparatur Sipil Negara Kementerian

Kesehatan tahun 2020-2024 ditunjukkan pada gambar 4.1.

Terwujudnya Masyarakat Sehat, Produktif,
Mandiri dan Berkeadilan

E—— -
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berkineria unggul o
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Tu]udnl.ra sistem krwupdm pﬂmhanpn

-
i

'!bmujmiwa sistem
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4

Gambar 4.1 Peta strategi Grand Design Pengelolaan
Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024
(Sumber: Hasil Rapat Penentuan Key Performance Indicator Tahun 2019)

Peta strategi pada gambar 4.1 dimaknai sebagai berikut. Keberhasilan
pengelolaan Aparatur Sipil Negara dimata stakeholder inti terlihat dari: 1)
terwujudnya SMART ASN dan berkinerja unggul, 2) terpenuhinya kebutuhan
jumlah Aparatur Sipil Negara sesuai Analisa Jabatan dan Analisis Beban Kerja,
serta 3) terwujudnya penataan Aparatur Sipil Negara sesuai kompetensi jabatan.
Pandangan stakeholder itu dapat diwujudkan jika beberapa proses bisnis internal
berikut dikelola dengan secara unggul (excellence), yaitu:

a. Sistem penghargaan dan kesejahteraan yang adil dan layak;
b. Sistem perencanaan Aparatur Sipil Negara yang terintegrasi;
c.  Sistem rekrutmen yang kompetitif dan transparan;
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Sistem manajemen kinerja yang objektif:

e. Sistem peningkatan kompetensi secara terintegrasi;

Sistem manajemen talenta yang mendorong pengembangan karir secara

objektif.

Berbagai proses bisnis internal di atas dapat dikelola secara berkelanjutan
jika tiga sasaran terkait learning and growth terwujud yaitu 1) terwujudnya integrasi
sistem informasi teknologi Biro Kepegawaian, 2) terwujudnya sumber daya
manusia Biro kepegawaian unggul dengan budaya Ropeg Siap, dan 3)
ketersediaan regulasi dan tata kelola organisasi yang efektif dan efisien.

4.5 Regulasi

Mengacu pada analisis kecukupan regulasi yang sudah dilakukan, terdapat
beberapa regulasi dan kertas kerja yang perlu dibuat seperti ditunjukkan pada tabel
4.1. Regulasi dan kertas kerja ditargetkan selesai pada tahun 2020 dan 2021

adalah:

1. Target Pembuatan Regulasi dan Kertas Kerja Tahun 2020

Terdapat 13 regulasi dan kertas kerja yang perlu dibuat dan diselesaikan

pada tahun 2020 yaitu:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Revisi Peraturan Keputusan Menteri Kesehatan  Nomor
HK.02.02/Menkes/40/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi
Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Kementerian
Kesehatan,

Revisi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat
Penyesuaian ljazah;

Revisi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 143 Tahun 1977 tentang
Tata Laksana Pengujian Kesehatan terkait kategori rekomendari hasil
pemeriksaan kesehatan;

Penyusunan Peraturan Menteri Kesehatan Manajemen Talenta;
Penyusunan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pedoman
Pelaksanaan Asesmen Kompetensi; (untuk unit utama)

Penyusunan Peraturan Menteri Kesehatan pedoman Pelatihan
Kepemimpinan di lingkungan Kementerian Kesehatan;
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7)

8)

9)

10)
1)

Penyusunan Peraturan Menteri Kesehatan pemberian Penghargagy,
berbasis prestasi dan inovasi;

Penyusunan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Stands,
Pemeriksaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipi,

Penyusunan Juknis pelaksanaan pembekalan bagi Pegawai Negeyi Sipij
yang akan memasuki masa purna bakti;

Penyusunan Juknis tindak lanjut hasil Medical Check Up dan narkoba:
Penyusunan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pelaksanaan Mytag
di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Target Pembuatan Regulasi dan Kertas Kerja Tahun 2021

Terdapat enam regulasi dan kertas kerja yang perlu dibuat dan

diselesaikan pada tahun 2021 yaitu sebagai berikut:

1)

2)

9)

Revisi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 57 Tahun 2012 tentang Poj,
Karir Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kesehatan:
Revisi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Pedoman Penilaian Prestasi Kerja Pegawai di lingkungan Kementerian
Kesehatan;

Revisi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2019 tentang
Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian
Kesehatan;

Revisi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
2012 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Kementerian Kesehatan.

Penyusunan Pedoman Hukuman Disiplin.
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4.6 Roadmap

Berbagai sasaran strategis yang telah dipetakan pada Peta Strategi dapat
dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk roadmap capaian pengelolaan Aparatur Sipil
Negara Kementerian Kesehatan yang ingin diwujudkan dalam tahun 2020-2024
seperti terlihat pada gambar 42. Berbagai milestone tersebut akan menjadi

panduan dalam penyusunan program kerja strategis tiap tahun pada periode tahun
2020-2024.

2020-2021 2022-2023 2024
(Penyiapan Sistem (Implementasi Sistem (Pemantapan
dan Uji Coba) secara Menyeluruh) Implementasi)

Kelengkapan
Panduan, Pedoman,
dan Lain-lain

Sistem Manajemen
Kinerja M _»
Monitoring dan
Evaluasi

Kelengkapan dan
Kesiapan Organisasi
Pelaksana
(Biro Kepegawaian dan
Analis Kepegawiaan)

Sistem Manajemen
Kompetensi dan Karir

Pengembangan
Sistem IT

Sistem Manajemen
Talenta

Continuous

Sistem Manajemen Improvement

Inovasi dan
Penghargaan

Uji Coba pada Unit
Utama

Gambar 4.2 Roadmap tahapan Grand Design Pengelolaan
Aparatur Sipil Negara 2020 - 2024

4.7 Indikator Kinerja Utama

Peta strategi grand design pengelolaan Aparatur Sipil Negara Kementerian
Kesehatan tahun 2020-2024 berisikan berbagai sasaran strategis yang harus
diukur dan dimonitor pencapaiannya. Untuk itu, perlu ditetapkan indikator kinerja
utama untuk setiap sasaran strategis seperti terlihat pada tabel 4.2 Beberapa
indikator merupakan indikator kinerja pada Rencana Strategis Kementerian
Kesehatan 2020-2024 (bertanda *). Target capaian setiap indikator kinerja utama
pada tahun 2020-2022 dapat dilihat pada tabel 4.3.
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4.8 Program Kerja Strategis

Tujuan strategis 2024 hanya bisa dicapai jika terjadi peningkatan capaian
indikator setiap tahun, seiring dengan kenaikan target capaian indikator tahun
9020-2024. Untuk itu, perlu disusun program kerja strategis tiap tahun sebagai
upaya untuk memastikan target kenaikan capaian indikator tiap tahun dapat
tercapai. Program kerja strategis grand design pengelolaan Aparatur Sipil Negara
Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel 4.4.
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4.9 Peta peran Stakeholder Biro Kepegawaian

Pencapaian tujuan strategis, sasaran strategis dan target indikator kinerja
ytama pengelolaan Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan 2020-2024
membutuhkan kerjasama antara Biro Kepegawaian dan berbagai stakeholder
utama Biro Kepegawaian, misalnya: Badan Pengembangan dan Pemberdayaan
sumber Daya Manusia Kementerian Kesehatan, Unit Utama dan Satuan Kerja, dan
Unit Pembina Jabatan Fungsional. Untuk itu diperlukan kejelasan pembagian peran
antara Biro Kepegawaian dan stakeholder tersebut dalam pengelolaan Aparatur
Sipil Negara seperti terlihat pada tabel 4.5, yang dipetakan dengan menggunakan

pendekatan 6P.
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BABV
STRATEGI IMPLEMENTASI

Bagian ini bertujuan untuk menjelaskan strategi eksekusi terhadap arah dan
prioritas strategis serta program kerja grand design pengelolaan Aparatur Sipil
Negara Kementerian Kesehatan agar target indikator kinerja utama periode tahun
2020-2024 dapat dicapai. Strategi eksekusi grand design ini fokus pada tiga aspek
yang dinilai paling memberikan pengaruh nyata atas keberhasilan eksekusi
pengelolaan Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan, yakni: 1) pilinan
pendekatan eksekusi yang diambil; 2) mekanisme monitoring (pemantauan) dan
evaluasi program kerja dan target indikator kinerja utama yang digunakan; dan 3)
dukungan teknologi informasi dan komunikasi terhadap eksekusi grand design.
Strategi eksekusi yang direkomendasikan ditentukan dengan mempertimbangkan
keterbatasan tanggung jawab, kewenangan, dan sumber daya organisasi
Kementerian Kesehatan secara umum dan Biro Kepegawaian secara khusus.

51 Pendekatan Eksekusi

Terwujudnya Aparatur Sipil Negara yang kompeten, profesional, dan unggul
dalam melayani dan memenuhi harapan stakeholders kuncinya merupakan faktor
kunci keberhasilan pemenuhan berbagai misi dan tujuan strategis Kementerian
Kesehatan di tahun 2024. Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan di
samping diharapkan mempunyai karakter SMART ASN, mereka juga diharapkan
kelak mampu melayani stakeholders kuncinya. Mempertimbangkan kemampuan
dan tantangan strategis organisasi Kementerian Kesehatan, grand design
pengelolaan Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 dinilai
sangat krusial dan sangat dibutuhkan untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara
Kementerian Kesehatan dengan tuntutan kompetensi yang dibutuhkan. Grand
design pengelolaan Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan tahun 2020-
2024 mempunyai tujuan utama untuk membangun, mengembangkan, dan
memantapkan kompetensi Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan dengan
memerhatikan tantangan strategis Kementerian Kesehatan. Untuk kepentingan
tersebut, grand design pengelolaan Aparatur Sipil Negara perlu dieksekusi dengan
pendekatan atas-bawah (fop-down), bertahap, dan terintegrasi.
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Pendekatan atas-bawah (top-down) diartikan bahwa arah dan Priorita
strategis grand design pengelolaan Aparatur Sipil Negara Kemetnten’an I(esej-,atan
tahun 2020-2024 dilakukan dengan cara mendapatkan komitmen darj jyja,.
manajemen puncak Kementerian Kesehatan. Hal ini diperlukan kareng
keterbatasan tanggung jawab dan kewenangan Biro Kepegawaian Kementen‘an
Kesehatan, khususnya hanya berkaitan dengan fungsi pengembangan dan
pengelolaan sistem manajemen rekrutmen, sistem manajemen kinerja, Sistem
informasi manajemen kepegawaian, dan pengembangan talenta Aparatyr Sipil
Negara. Padahal, ada fungsi lain terkait pengembangan dan pemantapgy
kompetensi Aparatur Sipil Negara, yang juga tidak kalah pentingnya yang dilakukan
oleh satuan kerja lain di Kementerian Kesehatan, misal Badan Pengembangan dan
Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan satuan kerja lain untuk pembinaap,
keseharian Aparatur Sipil Negara.

Pendekatan atas-bawah akan memastikan bahwa fungsi-fungsi pengelolaan
kemampuan Aparatur Sipil Negara di bawah Sekretariat Jenderal Kementerign
Kesehatan akan selaras, sinergis, dan saling melengkapi satu sama lain dalam
menunjang ketercapaian berbagai tujuan jangka panjang Kementerian Kesehatan
Oleh karena itu, adanya eksekusi yang mendapat dukungan dari jajaran
manajemen puncak Kementerian Kesehatan, khususnya Sekretariat Jenderal dan
para pejabat pimpinan tinggi madya lainnya di Kementerian Kesehatan akan
menentukan kunci keberhasilan eksekusi arah dan prioritas strategis grand design
pengelolaan Aparatur Sipil Negara tahun 2020-2024 dalam membangun,
mengembangkan, dan memantapkan kemampuan Aparatur Sipil Negara
Kementerian Kesehatan.

Berbagai mekanisme akan digunakan untuk mendukung pendekatan
eksekusi bertahap atas-bawah (fop-down) grand design pengelolaan Aparatur Sipil
Negara 2020-2024, yakni: eksekusi yang digerakkan oleh instrumen Norma,
Standar, Peraturan dan Kiiteria (NSPK), advokasi; kemitraan dengan pihak lain di
luar Kementerian Kesehatan (misal Badan Kepegawaian Negara, Kementerian
Pemberdayaan Aparatur Negada dan Birokrasi Reformasi, Lembaga Administrasi

Negara, Peraturan Pemerintah/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,
Kementerian Keuangan, dan lain-lain).
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Pendekatan bertahap dalam eksekusi grand design pengelolaan Aparatur
ipil Negara tahun 2020-2024 mengakui bahwa sifat program kerja, keterbatasan
sumber daya, dan kesiapan Biro Kepegawaian dan satuan kerja lain di lingkungan
kementerian Kesehatan menuntut pelaksanaan program kerja secara bertahap.
pendekatan bertahap akan memberi kesempatan para penanggung jawab
pelaksanaan program kerja mampu mengukur, menilai, dan mengendalikan status
kemajuan pelaksanaan program kerja terhadap dampaknya pada target capaian
kinerja organisasi Kementerian Kesehatan dan tuntutan para pemangku
kepentingan utamanya.

Berbagai mekanisme akan digunakan untuk mendukung pendekatan
eksekusi bertahap grand design pengelolaan Aparatur Sipil Negara ini, yakni:
pemantauan kinerja pelaksanaan program kerja, pengukuran kinerja pelaksanaan
program kerja, dan evaluasi kinerja pelaksanaan program kerja.

Arti pendekatan terintegrasi dalam konsep grand design pengelolaan
Aparatur Sipil Negara Kementerian kesehatan tahun 2020-2024 mengandung
makna bahwa upaya membangun, mengembangkan, dan memantapkan
kemampuan Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan tidak akan berhasil tanpa
dilakukan kerjasama proaktif dan aktif antara Biro Kepegawaian dan fungsi-fungsi
lain pada berbagai satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan Kesehatan
dan Lembaga Pemerintah lainnya. Patut disadari bahwa hal ini tidak lepas dari fakta
bahwa Biro Kepegawaian merupakan sebuah biro dengan wewenang dan tugas
dan fungsi yang terbatas. Biro Kepegawaian tidak berwenang dalam
merencanakan kebutuhan jabatan dan pegawai Kementerian Kesehatan, yang
otoritasnya berada pada Biro Hukum dan Organisasi. Demikian juga,
pengembangan diri dan pelatihan pegawai berada pada kewenangan Badan
Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Kementerian Kesehatan Kementerian Kesehatan. Selain itu, untuk perencanaan
kebutuhan nasional setiap Kementerian perlu berkoordinasi dengan Badan
Kepegawaian Negara. Jika diperlukan, pendekatan integrasi i
merekomendasikan agar Biro Kepegawaian Kementrian Kesehatan melakukan
benchmarking pada Lembaga Pemerintah lainnya yang dinilai telah mempunyai
pengalaman dalam mengembangkan fungsi-fungsi sumber daya insani
organisasinya. Kementrian Keuangan dan Badan Usaha Milik Negara tertentu
seperti PT. Pertamina (Persero), PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk, PT. PLN
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(Persero) dapat dijadikan rujukan benchmamingrbagi Biro Kepegawaian Ung
mempelajari dan menarik pelajaran berharga dari pengalaman prakie (lessy,
leamed, best practices) pengelolaan sumber daya insani di organisasiny, ’
Pendekatan integrasi ini juga akan sangat menekankan peda Penting,
keakuratan, kualitas, kemudahan akses, serta keterpaduan data dap i"f“'"'naSi
pelaksanaan grand design pengelolaan Aparatur Sipil Negara agar pengamh”an
keputusan dan tindakan pembinaan dan pengelolaan kompetensi Apgray, Sii
Negara Kementerian Kesehatan berbasis pada evidence yang tery, Untg
kepentingan ini, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi akap Menjag
tulang punggung pada pendekatan integrasi eksekusi grand design pe"ﬁe't}laan
Aparatur Sipil Negara. Oleh karena itu, kesanggupan Biro Kepegawaiap Untyk
menyediakan data dan informasi yang akurat, terukur serta tepat wakty Merupakan
salah satu kunci keberhasilan eksekusi grand design pengelolaan Aparat, Sipi
Negara. Tanpa dukungan mutu data dan informasi dari teknologi informag; dan
komunikasi terkait kemajuan pelaksanaan grand design pengelolaan Aparatur sip
Negara, efekiivitas dan efisiensi pengambilan keputusan dan tindakan pag,
eksekusi grand design pengelolaan Aparatur Sipil Negara benar-benar syjit untuk
diwujudkan. Oleh karena itu, pendekatan integrasi ini membutuhkan kehadiran
kualitas data dan informasi, yang menunjang berbagai kebutuhan keputusan dan
tindakan. Para analis kepegawaian di berbagai satuan kerja dan Aparatur Sipil
Negara Biro Kepegawaian merupakan ujung tombak penentu kualitas data dan
informasi status kemajuan aneka program kerja serta penunjang bagi pengambilan
keputusan dan tindakan pimpinan, yang berkarakter tepat waktu, tepat isi, tepat
sasaran, dan tepat Norma, Standar, Peraturan dan Kriteria (NSPK) dalam eksekusi
grand design pengelolaan Aparatur Sipil Negara. Para analis kepegawaian tersebut
dalam keseharian eksekusi mempunyai peran cukup penting, antara lain untuk
secara berkala: memasukkan data dan informasi yang relevan pada data-base
eksekusi grand design pengelolaan Aparatur Sipil Negara, menganalisa,
membantu mengevaluasi dan menyiapkan laporan terkait kemajuan eksekusi
aneka program kerja grand design pengelolaan Aparatur Sipil Negara di satuan
kerjanya. Kebutuhan tersebut hanya bisa dipenuhi jika analis kepegawaian dan
Aparatur Sipil Negara Biro Kepegawaian terkait juga mempunyai kemampuan
profesional (pengetahuan, ketrampilan, dan sikap relevan) dalam mengelola data
dan informasi terkait eksekusi grand design pengelolaan Aparatur Sipil Negara.
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oleh karena itu, Biro Kepegawaian merencanakan akan menyiapkan aneka
pelatinan dan pengembangan diri terintegrasi para analis kepegawaian untuk
memastikan bahwa para analis kepegawaian Mempunyai kemampuan yang
«elevan untuk mengelola data dan informasi yang bermuty terkait eksekusi grand
design pengelolaan Aparatur Sipil Negara.

Berbagai mekanisme berikut ini akan digunakan agar pendekatan eksekusi
terintegrasi grand design pengelolaan Aparatur Sipil Negara berjalan sesuai
targetnya, yakni: pemberdayaan secara terencana dan aktif peran analis
kepegawaian di berbagai satuan kerja; pemasukan dan pemeriksaan mutu data
dan informasi berkala oleh Aparatur Sipil Negara Biro Kepegawaian dan analis
kepegawaian terhadap status kemajuan eksekusi grand design pengelolaan
Aparatur Sipil Negara; pemantauan, analisa, dan evaluasi berkala data dan
informasi terkini terkait hasil eksekusi program kerja oleh analis kepegawaian dan
Biro Kepegawaian, kerjasama antara Biro Kepegawaian dan satuan kerja lain,
dukungan teknologi informasi dan komunikasi, serta pemanfaatan instrumen
Norma, Standar, Peraturan dan Kriteria (NSPK).

Pada tabel 5.1 menyajikan pendekatan eksekusi grand design pengelolaan
Aparatur Sipil Negara yang dipilih guna meraih target kinerja yang ditetapkan.

Tabel 5.1 Pendekatan Eksekusi Grand Design Pengelolaan
Aparatur Sipil Negara Tahun 2020-2024

Pandekatgn Alasan Mekanisme
Eksekusi
Top-down ¢ Kualitas pegawai menentukan » Eksekusi yang digerakkan oleh
keberhasilan eksekusi aneka misi Norma, Standar, Peraturan dan
Kementerian Kesehatan; Kriteria (NSPK);
» Dukungan manajemen puncak s Advokasi eksternal;
Kementerian Kesehatan agar « Kemitraan dengan stakeholder
mendapat dukungan luas atas eksternal;
eksekusi grand design; » Sosialisasi pentingnya grand
« Kejelasan arah dan prioritas design pengelolaan Aparatur Sipil
strategis; Negara Kementerian Kesehatan
e Dukungan sumber daya tahun 2020-2024.
Kementerian Kesehatan.
Bertahap « Sifat program kerja: sebuah « Pengukuran kinerja implementasi
program kerja belum bisa dimulai program kerja;
bila program kerja lain belum » Pemantauan dan evaluasi kinerja
diselesaikan; implementasi program kerja;
« Keterbatasan kemampuan « Pelatihan atau sosialisasi
eksekuasi sumber daya organisasi. pendekatan “bertahap”.
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52 Penegakan Disiplin Pemantauan dan Evaluasi

Arah dan prioritas strategis, serta program kerja yang dituangkan dalam Buky
Grand Design Pengelolaan Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan Tahun
2020-2024 perlu dikawal dengan saksama dan terpadu agar target-target kinerja
yang disasar pada grand design ini dapal dicapai di tahun 2024. Pengawalan
tersebut dibutuhkan untuk mengetahui apakah yang telah direncanakan dalam
grand design telah dilakukan sesuai dengan sasaran awal saat rencana ditetapkan
atau telah terjadi penyimpangan atas hasil eksekusi, kemudian bisa menentukan
akar masalah utama eksekusi, dan peluang perbaikan atas penyimpangan
tersebut, dan selanjutnya bisa dilakukan upaya perbaikan (mitigasi) untuk
meminimasi atau meniadakan sama sekali pengaruh akar masalah utama tersebut
agar terwujud farget kinerja yang telah ditetapkan dalam grand design. Pengawalan
terhadap grand design ini membutuhkan mekanisme pemantauan (monitoring) dan
mekanisme evaluasi secara terpadu dan efisien. Kedua mekanisme tersebut
merupakan salah satu perangkat utama bagi manajemen Biro Kepegawaian dan
satuan kerja lain di Kementerian Kesehatan untuk mengendalikan status kemajuan
pencapaian target kinerja yang dicanangkan dalam grand design pengelolaan
Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan Kementerian Kesehatan tahun 2020-
2024.

Mekanisme pemantauan (monitoring) merupakan serangkaian upaya untuk
mencatat, mendokumentasikan, memasukkan data dan informasi pada suatu basis
data (database) atas keberhasilan atau hambatan atau risiko tertentu pelaksanaan

suatu program kerja yang dipilih dalam grand design pengelolaan Aparatur Sipl
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Negara Kementerian Kesehatan 2020-2024. Pada era digital saat ini, pengambilan
keputusan dan tindakan berbasis evidence merupakan kebutuhan utama agar
pengelolaan fungsi-fungsi Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan menjadi
lebih transparan, akuntabel, dan independen, termasuk dalam menjalankan
herbagai program kerja yang disasar pada grand design ini.

Dalam pemantauan tersebut, bisa diamati kemampuan eksekusi Biro
Kepegawaian dan satuan kerja lainnya di Kementerian Kesehatan dalam
menjalankan aneka program kerja grand design pengelolaan Aparatur Sipil Negara
Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024. Upaya pemantauan tersebut
direncanakan untuk dapat menangkap aspirasi (harapan dan kekhawatiran) para
pemangku utama kepentingan Biro Kepegawaian. /nput data dan informasi
terhadap status pelaksanaan program kerja grand design pengelolaan Aparatur Sipil
Negara Kementerian Kesehatan merupakan salah satu kunci sukses bagi Biro
Kepegawaian dan satuan kerja lain untuk mengevaluasi tingkat keberhasilannya.
Berdasarkan mekanisme pemantauan ini, Biro Kepegawaian dapat mengawasi dan
mengukur tingkat kesiapan, potensi risiko, dan keberhasilan eksekusi segenap
sistem manajemen, standar kerja, serta teknologi informasi dan komunikasi, yang
diperlukan untuk menunjang pelaksanaan aneka program kerja grand design di
Biro Kepegawaian dan satuan kerja lainnya di Kementerian Kesehatan.

Berbagai mekanisme pemantauan akan dilakukan dalam mengawal
pelaksanaan grand design pengelolaan Aparatur Sipil Negara Kementerian
Kesehatan tahun 2020-2024, yakni: pemberdayaan secara terencana dan aktif
peran analis kepegawaian di berbagai satuan kerja Kementerian Kesehatan;
pengisian data dan informasi oleh analis kepegawaian terkait hasil pelaksanaan
program kerja grand design, penggunaan basis data terintegrasi (berbasis
teknologi cloud system atau blockchain) dan media sosial untuk koordinasi dan
komunikasi (WhatsApp, Telegram, Instagram, dan lain sebagainya), pemantauan
dengan basis Norma, Standar, Peraturan dan Kriteria (NSPK), pengukuran tingkat
keberhasilan pelaksanaan program kerja grand design, penjaringan aspirasi
(harapan dan kekhawatiran) stakeholders kunci dengan mekanisme Focus Group
Discussion, wawancara, penjaringan kuesioner, pelatihan terintegrasi dan
sosialisasi teknik-teknik pemantauan kepada analis kepegawaian dan satuan kerja
lainnya di Kementerian Kesehatan.
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Berdasarkan hasi pemantauan di alas, MEKANSME evalyqg;

Kepegawaian dilakukan.
untuk menilai secara jujur, komprehensif, dan terpadu tingkat kemamman De

proses, sistem manajemen Biro Kepegawaian, dan dukungan tEkﬂC"C’QI infor

dan komunikasi terkait dalam mengeksekusi aneka program kerja yang dlSas
pada grand design ini. Berdasarkan penerapan evaluasi ini, berbagai hap, atan,
dan risiko pelaksanaan program kerja akan diminimasi atau ditiadakap, tingjcay
pengaruh negatifnya dalam menghambat keberhasilan pencapaian targe Kinerig
dan pelaksanaan program kerja grand design ini. Upaya meminimag; atay
meniadakan aneka hambatan dan risiko tersebut dilakukan melalui Perbaikan dan
penyederhanaan atau pengembangan berkala sistem manajemen yang aq, pada

iru

Mekanime evaluasi menggambarkan Segenap -
3Ya

1

fungsi Biro Kepegawaian.

Berbagai mekanisme evaluasi akan digunakan yakni, pemberdayaan Secarg
terencana dan aktif peran analis kepegawaian di berbagai satyan kerja
Kementerian Kesehatan, analisis berkala oleh analis kepegawaian dj berbagy;
satuan kerja dan Biro Kepegawaian terkait ketercapaian target indikator Kinerjg
utama grand design, dukungan basis data terintegrasi dan media sosig| untuk
koordinasi dan komunikasi (WhatsApp, Telegram, dan lain-lain), dokumentas; akar
permasalahan utama penyebab penghambat keberhasilan program  kerja,
pertemuan berkala dengan pihak satuan kerja dan lembaga negara lainnya,
dokumentasi hasil-hasil pelaksanaan mitigasi, penggunaan software penunjang
evaluasi kinerja program kerja dan ketercapaian target indikator kinerja utama
grand design; serta pelatihan dan sosialisasi teknik-teknik evaluasi kepada analis
kepegawaian dan satuan kerja lain Kementerian Kesehatan.

Tabel 5. 2 Tujuan dan mekanisme pemantauan dan evaluasi
Grand Design pengelolaan Aparatur Sipil Negara
Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024

Pendekatan Tujuan Mekanisme
Pemantauan | Mendata dan mendokumentasikan | « Pengisian data dan informasi
(Monitoring) | setiap status kemajuan yang sesuai standar kerja;

pelaksanaan program kerja untuk | . Penggunaan basis data
menunjang target indikator kinerja terintegrasi dan media sosial;
utama grand design; '+ Pemantauan berbasis Norma,

Standar, Peraturan dan Kriteria
(NSPK).
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H = ___"—__-_‘—n_.___'_—
Mt:ﬂgﬂT:;ls?:mfata" hambatan |« Pengukuran tingkat keberhasiian
atau po s.l. 0 pelaksanaan program kerja grand
atau faktor positif yang design;

menghambat atau mendukung » Penjaringan aspirasi stakeholders
keberhasilan pelaksanaan suatu kunci dengan Focus Group
program kerja dalam . Discussion, wawancara, dan
menunjang keiercapalan target penjaringan kuesioner

indikator kinerja utama grand |

design;

Menangkap aspirasi (harapan dan
kekhawatiran) para

pelaksana program kerja strategis

Pelatihan dan sosialisasi teknik-
teknik pemantauan grand design.

di berbagai satuan
kerja Kementerian Kesehatan;

"Evaluasi Menilai apakah pelaksanaan » Analisa berkala ketercapaian
program kerja telah sesuai dengan target indikator kinerja utama;
target awal yang ditetapkan dalam | « Dukungan basis data terintegrasi |
grand design Biro Kepegawaian; dan media sosial:

* Dokumentasi akar masalah
penyebab utama
ketidaktercapaian target indikator
kinerja utama grand design.

Menentukan akar masalah » Pertemuan berkala dengan pihak
penyebab utama penyimpangan satuan kerja;

ketidaktercapaian target indikator | « Dokumen hasil-hasil pelaksanaan
kinerja utama grand design; mitigasi;

« Penggunaan software penunjang
evaluasi kinerja pelaksanaan .
program kerja grand design.

Melakukan mitigasi untuk Pelatihan dan sosialisasi teknik-
mengatasi teknik evaluasi grand design.

penyebab utama ketidaktercapaian
target indikator kinerja utama grand
design.

Tabel 5.2 menyajikan intisari tujuan dan mekanisme utama yang digunakan
untuk memantau dan mengevaluasi status keberhasilan eksekusi grand design
pengelolaan Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024.

Sebagai bagian dari strategi eksekusi grand design ini, mekanisme
pemantauan dan evaluasi yang akan dilakukan dengan cara memberdayakan
berbagai jabatan fungsional analis kepegawaian di setiap unit kerja di Kementerian
Kesehatan. Analis kepegawaian merupakan jabatan fungsional yang selama ini
telah berperan untuk membantu satuan kerja tertentu dalam urusan pengelolaan

pembinaan dan pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara Kementerian
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ementasi grand design, s 92
belumnya, direncanakan bahwa pemantauan, analisis, dan evalyag; tr‘ngkat
sebelumnya,

keberhasilan pelaksanaan aneka program kerja Biro KEPEQBWE'H'T akan dilakq,
perbagai satuan kerja. Peran analis keDeQaWaian

ebagaimana telah djgj,
Kesehatan. Terkait impl 99ung

oleh analis kepegawaian di _
berkala (dua minggu) sekaji cay:
tersebut difungsikan untuk melaporkan secard li Sefiap

hasil pemantauan, analisis, dan evaluasi hasil pelaksanaan program kerja dj Suaty

satuan kerja.

Secara rinci. fungsi utama analis kepegawaian dalam implementasi gz,

design pengelolaan Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan 2020-2074

adalah sebagai berikut:

a. Mendata dan menginformasikan segenap status kemajuan program kerja
melalui mekanisme digital yang disediakan oleh Biro Kepegawaian;

b. Mengidentifikasi aneka risiko yang berpotensi menghambat atau menggagalkap,
suatu eksekusi program kerja dan melakukan koordinasi berkala kepada Bjr,
Kepegawaian untuk bersama-sama mengatasi/memitigasi risiko tersebut secar,
saksama dan terpadu;

c. Mewakili Biro Kepegawaian di satuan kerjanya untuk menginformasikan dap
menjelaskan maksud, tujuan, dan manfaat pelaksanaan aneka program kerja
Biro Kepegawaian kepada satuan kerjanya;

d. Memberikan saran dan solusi-solusi inovatif terhadap mekanisme pelaksanaan
fungsi, sistem manajemen, standar kerja, dan fungsi teknologi informasi dan
komunikasi yang digunakan saat ini dalam menunjang ketercapaian kinerja
pengelolaan dan pembinaan kompetensi Aparatur Sipil Negara Kementerian
Kesehatan;

e. Membantu pelaksanaan mekanisme pemantauan dan evaluasi yang dibutuhkan
oleh Biro Kepegawaian dalam menilai secara berkala tingkat keberhasilan dan
kesiapan eksekusi aneka program kerja di suatu satuan kerja;

f. Memberikan sharing knowledge atas implementasi program kerja grand design
kepada satuan kerja yang menjadi binaannya.

Agar analis kepegawaian di berbagai satuan kerja dapat berperan maksimal
dalam mengawal eksekusi program kerja grand design pengelolaan Aparatur Sipi
Negara Kementerian Kesehatan 2020-2024, Biro Kepegawaian berencana untuk:
a. Menyiapkan dukungan mekanisme coaching berkala kepada para analis

kepegawaian baik secara online atau off-ine agar memudahkan para analis
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kepegawaian menjalankan perannya dalam membanty keberhasilan eksekusi
. | sekusi
grand design dan sekaligus membantu para analis kepegawaian untuk tumbuh

dan berkembang kompetensi dirinya sejalan dengan kebutuhan Kementerian
Kesehatan;

. Mengintegrasikan hasil-hasil pelaksanaan grand design yang dimasukkan,

dipantau, dan dilaporkan oleh analis kepegawaian dari berbagai satuan kerja.

Upaya integrasi ini kelak bisa dijadikan salah satu acuan dasar untuk

penyempurnaan Norma, Standar, Peraturan dan Kriteria (NSPK) terkait

implementasi grand design sehingga target-target kinerja pada grand design

bisa dicapai di tahun 2024;

. Menyediakan dukungan pelatihan terintegrasi dan sosialisasi berkala kepada
para analis kepegawaian dan Aparatur Sipil Negara Biro Kepegawaian terkait
dukungan pada aneka kebutuhan eksekusi grand design;

. Menyiapkan dukungan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dan
efektif agar membantu para analis kepegawaian di berbagai satuan kerja dan
Aparatur Sipil Negara di tingkat Biro Kepegawaian melaporkan berkala status
kemajuan eksekusi aneka program kerja, serta membantu para analis
kepegawaian dalam peran pemantauan, analisis, dan evaluasi status
keberhasilan dan kesiapan grand design di berbagai satuan kerja;

. Memberikan sosialisasi dan pelatihan berkala kepada para analis kepegawaian
di berbagai satuan kerja dan Aparatur Sipil Negara di tingkat Biro Kepegawaian
tentang penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam membantu
tugas-tugas keseharian Biro Kepegawaian untuk memantau dan mengevaluasi
secara berkala status kemajuan dan kesiapan pelaksanaan aneka program kerja
grand design;

. Menyiapkan dukungan mekanisme dialog dan koordinasi (rapat) berkala, yang
membantu para analis kepegawaian dan Aparatur Sipil Negara di tingkat Biro
Kepegawaian dalam kemudahan akses mendapatkan data dan informasi terkait
status kemajuan eksekusi grand design periode tahun 2020-2024;

. Menyiapkan dukungan mekanisme inovasi bagi para analis kepegawaian dan
Aparatur Sipil Negara di tingkat Biro Kepegawaian agar mampu berkontribusi
menyumbangkan pikiran dan tenaganya untuk memperbaiki eksekusi proses
bisnis, fungsi kerja, sistem manajemen, dan fungsi teknologi informasi dan
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komunikasi Biro Kepegawaian demi menunjang eksekusi aneka program Ketia

grand design,;
h. Menyiapkan rangkaian pelatihan berkala
semua pihak terkait implementasi grand design. Manajemen Perubahgy
transformasi lembagafinstitusi dan SUMbey

tentang manajemen Perubahan bagi

merupakan pengelolaan strategi
daya organisasi (personil, sistem manajemen, informasi, finansial, g,

sebagainya) agar diterima oleh segenap stakeholders kunci Biro Kepegawaig,
dalam mengeksekusi rangkaian program perubahan organisasi dan sister,
manajemen dan mencapai tujuan-tujuan strategis perubahannya secara efektif
dan efisien. Manajemen perubahan dibutuhkan dalam eksekusi grand desigy,
untuk meniadakan atau meminimasi potensi resistensi dari stakeholders kung;
Biro Kepegawaian, yang diperkirakan dapat membawa risiko mengganggy

ketercapaian target-target kinerja grand design.

Perlu dicatat bahwa upaya mendorong inovasi kepada analis kepegawaian
patut ditekankan dalam eksekusi grand design, khususnya agar eksekusi fungsi
pengelolaan dan pembinaan Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan bisa
dilakukan dalam proses bisnis dan sistem manajemen yang lebih ramping, lebih
pendek/sederhana alumya, namun lebih efektif dan efisien dalam eksekusinya. Ha|
ini sejalan dengan salah satu amanat dan harapan Presiden Republik Indonesig
dalam periode awal kepemimpinan keduanya. Untuk kepentingan inovasi ini,
program kerja bertema Pekan Jambore Inovasi Biro Kepegawaian direncanakan
akan diselenggarakan setiap tahun untuk memacu daya kreativitas dan inovasi
para analis kepegawaian dalam berkontribusi memperbaiki kinerja eksekusi grand
design ini. Tujuan utama Pekan Jambore Inovasi tersebut adalah mendorong para
analis kepegawaian untuk berkontribusi dengan memperagakan berbagai karya
inovasi analis kepegawaian, yang dinilai mampu memperbaiki kinerja proses dan
sistem eksekusi pengelolaan grand design ini. Pekan Jambore Inovasi tersebut
direncanakan akan dilakukan satu kali dalam satu tahun.

Dalam menunjang pemantauan dan evaluasi pelaksanaan grand design,
upaya benchmarking direncanakan akan dilakukan pada lembaga lain yang setara
seperti Badan Usaha Milk Negara (BUMN) atau Kementerian Keuangan.
Benchmarking ini bertujuan untuk mempelajari pengalaman, lessons leamed dari

best-practices berbagai implementasi mekanisme pemantauan dan evaluasi yang
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ginilai relevan dan telah berhasil dalam mengelola dan mengembanaka

' ionali embangkan
ompetensi dan profesionalitas Aparatur Sipil Negara pada g g
misi kedinasannya.

berbagai penuntasan

5.3 Dukungan Kesiapan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk

Eksekusi Grand Design

Dengan jumlah Aparatur Sipil Negara hampir 50.000 orang personil dan jumiah
satuan kerja berjumlah di atas 200 satuan kerja yang tersebar di berbagai pelosok
tanah air, sulit mengeksekusi grand design pengelolaan Aparatur Sipil Negara
Kementerian Kesehatan tahun 2020 — 2024 tanpa kesiapan dukungan teknolegi
informasi dan komunikasi yang memadai dalam operasionalisasi dan
pemeliharaannya (handal, efektif, dan efisien). Terlebih lagi, strategi eksekusi
grand design dan implementasi pemantauan dan evaluasinya sebagaimana
dijelaskan pada bagian sebelumnya sangat mengandalkan pada kesiapan dan
kinerja pengembangan, pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan fasilitas
teknologi informasi dan komunikasi yang dimiliki oleh Biro Kepegawaian dan satuan
kerja lainnya di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Gambar 5.1 menyajikan peran teknologi informasi dan komunikasi yang
handal, efektif, dan efisien merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan
pelaksanaan grand design pengelolaan Aparatur Sipil Negara Kementerian
kesehatan tahun 2020 — 2024. Melalui eksekusi, pemantauan, dan evaluasi
pelaksanaan grand design, kemampuan Teknologi Informasi dan Komunikasi Biro
Kepegawaian akan menentukan keakuratan pengelolaan keputusan dan tindakan
dalam mengembangkan, membina, dan memantapkan kompetensi para Aparatur

Sipil Negara Kementerian Kesehatan.
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Gambar 5.1 Dukungan Keandalan Teknologi Informasi dan Komunikasi Biro

Kepegawaian dalam Menunjang Keberhasilan Eksekusi, Evaluasi, dan

Pemantauan Grand Design Pengelolaan Aparatur Sipi Negara Kementerian

Kesehatan Tahun 2020-2024

Untuk kepentingan eksekusi grand design yang efektif, Biro Kepegawaian

berkomitmen untuk:

a.

Memastikan bahwa para stakeholders kunci Biro Kepegawaian mempunyai
kemudahan akses segenap data dan informasi terkait sistem manajemen
rekrutmen, sistem manajemen kinerja, sistem manajemen talenta, aplikasi
lain, dan sistem informasi kepegawaian yang di bawah kendali Biro
Kepegawaian,

Menyediakan basis data yang berisi hasil analisis berkala, komprehensif, dan
terpadu atas laporan status kemajuan pelaksanaan grand design yang
diberikan oleh para analis kepegawaian di berbagai satuan kerja;
Memastikan bahwa teknologi informasi dan komunikasi telah berjalan efektif
guna menunjang kemudahan eksekusi aneka program kerja grand design;
Memastikan bahwa para stakeholders kunci mempunyai kemudahan akses
untuk mendapatkan segenap data dan informasi terkini yang akurat terkait
status keberhasilan dan tingkat kesiapan pelaksanaan grand design;
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Memasﬁka:"u bahwa para analis kepegawaian dan satuan Ky
mempunyai kemudahan akses untuk memasukkan data dan informasi
eksekusi grand design pada basis data yang terintegrasi, aman, dan handal:
Memastikan bahwa analis kepegawaian dan satuan kerja mempunyai
kemudahan dukungan teknologi informasi dan komunikasi untuk sharing
knowledge atas status eksekusi grand design;

Memastikan bahwa para user, analis kepegawaian, dan satuan kerja
mempunyai  kemudahan untuk mengoperasikan dan  melakukan
pemeliharaan fungsi teknologi informasi dan komunikasi, terkait dukungan
aplikasi sistem manajemen rekrutmen, sistem manajemen kinerja, sistem
manajemen talenta, sistem informasi kepegawaian, dan aplikasi lainnya;
Memastikan bahwa dukungan teknologi informasi dan komunikasi yang
dikembangkan dalam menunjang grand design mempertimbangkan aspirasi
(harapan dan kekhawatiran) pegawai dari berbagai lintas usia/generasi
Kementerian Kesehatan;

Memastikan bahwa aspek keamanan (security) dan kualitas data dan
informasi dalam menunjang eksekusi grand design telah dikendalikan dengan
efektif dan efisien;

Memastikan bahwa Biro Kepegawaian mempertimbangkan secara berkala
masukan dari stakeholders kuncinya dalam menyempurnakan atau
memperbaiki dukungan teknologi informasi dan komunikasi yang menunjang
eksekusi grand design;

Memastikan bahwa pedoman dan standar kerja pengoperasian dan
pemeliharaan teknologi informasi dan komunikasi serta aplikasi yang relevan
dengan peran dan fungsi Biro Kepegawaian telah dilakukan
penyempurnaannya secara berkala dan terpadu;

Memastikan bahwa personil terkait pengelolaan dukungan teknologi informasi
dan komunikasi telah diberikan pelatihan dan pengembangan diri berkala
yang relevan dan berkala agar pengetahuan, ketrampilan, dan sikap diri
personil tetap sejalan dengan kepentingan dan tujuan utama grand design
dan sesuai dengan best-practices di era digital melalui pemanfaatan teknologi
Cloud System, Artificial Intelligence, Big Data Analytics, dan lainnya yang

relevan.
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Untuk kepentingan tersebut komi!men. dukungan teknologi informag; dan
komunikasi akan dituangkan dalam blueprint pengembangan Informatio, ang
dalam menunjang eksekusi grand design, Buk,
blueprint ini akan mengungkapkan arah dan prioritas strategis yang dib”tuhkan
serta program kerja yang diperlukan dalam mengelola {mEHQEmbangkan.
mengoperasikan, dan memelihara) segenap sarana dan prasarana teknnlog;
informasi dan komunikasi Biro Kepegawaian. Buku blueprint tersebyt tﬁntunm
kelak dikembangkan dengan mengintegrasikannya dengan strateg Pengelojagy
teknologi informasi dan komunikasi Kementerian Kesehatan dan kebutuhap grang

Communication Technology

design ini.

Selain itu, pengembangan atau penyempurnaan berbagai dukungan aplikas;
dan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Biro Kepegawaian s
dilakukan dengan menggandeng mitra/penyedia jasa pengembang yang kompeten
dan profesional dalam bidangnya.

Sebagaimana telah disampaikan pada bagian pemantauan dan evaluasi,
upaya benchmarking direncanakan juga akan dilakukan pada lembaga lain yang
setara misal BUMN atau Kementerian Keuangan dalam mengelola dukungan
digital pada grand design pengelolaan Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan
tahun 2020-2024. Benchmarking ini bertujuan untuk mempelajari pengalaman,
lessons leamed dari best-practices berbagai implementasi aplikasi dan dukungan
teknologi informasi dan komunikasi yang dinilai relevan dan telah berhasil dalam
mengelola dan mengembangkan kompetensi dan meningkatkan profesionalitas
Aparatur Sipil Negara pada berbagai penuntasan misi kedinasannya.
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BAB VI
PENUTUP

Dengan tersusunnya Buku Grand Design Pengelolaan Aparatur Sipil Negara
Kementerian Kesehatan Periode Tahun 2020-2024 ini diharapkan dapat terjadi
ginergi dan integrasi antara Biro Kepegawaian dan Satuan Kerja lain di
Kementerian Kesehatan dalam melakukan pengelolaan Aparatur Sipil Negara,

mulai dari proses rekrutmen, seleksi, penempatan, manajemen talenta dan karir

hingga pengelolaa
mewujudkan SMART ASN di tahun 2024 yang berkinerja unggul membutuhkan

perencanaan yang baik dan dilanjutkan dengan kedisiplinan pengawalan seksama

dan terpadu implementasi serta monitoring dan evaluasi yang berkualitas.
Masukan dan kritik yang membangun akan menjadi bahan penyempurnaan

penyusunan Buku Grand Design Pengelolaan Aparatur Sipil Negara Kementerian

Kesehatan Tahun 2020-2024 ini di masa yang akan datang. Semoga visi
tahun 2024, yaitu Mewujudkan Masyarakat Sehat,

n kesejahteraan pegawai. Pencapaian cita-cita untuk

Kementerian Kesehatan
Produktif, Mandiri dan Berkeadilan dapat kita wujudkan bersama.
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